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MOTTO 
 
 َهَّللا اُونوُخَت َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأ َاي َنوُمَلْع َت ْمُت ْنَأَو ْمُكِتَاناَمَأ اُونوُخَتَو َلوُسَّرلاَو  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul 
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS Al Anfal 8:27) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
ix 
 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
x 
 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
xi 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 (ِ ـــــ) Kasrah I I 
  (  ُِ ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
xii 
 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح ول  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xiii 
 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
xiv 
 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbanā 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
xv 
 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
xvi 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 مح اموملوسرلاإ د  Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Choirina Lutfi Habsari, NIM: 152111175 “PELAKSANAAN AKAD 
MURABAHAH BIL WAKALAH DI BPRS DANA AMANAH SURAKARTA 
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 
TENTANG MURABAHAH”. Penelitian ini dilakukan untuk menjabarkan 
tentang sistem dan konsep dari fasilitas pembiayaan pada perbankan syariah, 
khususnya murabahah. Di BPRS Dana Amanah Surakarta murabahah merupakan 
pembiayaan yang sangat dominan. Pembiayaan murabahah terbagi menjadi 
murabahah murni dan murabahah bil wakalah. Murabahah bil wakalah adalah 
murabahah dengan akad pelengkap wakalah. Namun pada praktiknya, tidak 
semua bank menerapkan akad murabahah bil wakalah sesuai dengan ketentuan 
fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Hal ini juga 
mengakibatkan terbukanya peluang dan potensi akan terjadinya penyimpangan 
penggunaan dana (side streaming), sebab akad murabahah bil wakalah 
memberikan kebebasan bagi nasabah untuk dapat membelanjakan anggarannya 
sendiri. 
Penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis apakah dalam praktiknya 
BPRS Dana Amanah Surakarta sudah menerapkan ketentuan pada Fatwa DSN-
MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan bagaimana upaya 
penyelesaian yang dilakukan pihak bank apabila terjadi tindakan side streaming 
pada pembiayaan murabahah bil wakalah. 
Metodologi penelitian pada penyusunan penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif yang bersifat mengembangkan teori yaitu dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau data sekunder dengan menambah teknik wawancara dengan 
pihak bank. Penulis juga melakukan analisis terhadap kasus side streaming yang 
difasilitasi oleh pembiayaan murabahah bil wakalah di BPRS Dana Amanah 
Surakarta. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad murabahah bil 
wakalah di BPRS Dana Amanah Surakarta dilakukan dalam waktu yang 
bersamaan, sehingga pengikatan akad murabahah bil wakalah di BPRS Dana 
Amanah Surakarta dilakukan melalui satu fase. Hal ini tidak sesuai dengan 
ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah sebab 
akad murabahah dan wakalah dilaksanakan dalam satu waktu, sehingga objek 
pembiayaan belum dimiliki bank saat dilakukan akad jual beli murabahah. 
Penyelesaian atas kasus side streaming oleh BPRS Dana Amanah Surakarta telah 
sesuai dengan ketentuan syariah yaitu dengan melakukan pembatalan akad 
murabahah.  
Kata Kunci: Murabahah, Wakalah, Murabahah bil Wakalah, Side 
Streaming. 
 
xx 
 
ABSTRACT 
 
Choirina Lutfi Habsari, NIM: 152111175 “PELAKSANAAN AKAD 
MURABAHAH BIL WAKALAH DI BPRS DANA AMANAH SURAKARTA 
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 
TENTANG MURABAHAH”. This research aims to determine the system and 
concept of financing facilities in Islamic banking, especially murabahah. BPRS 
Dana Amanah Surakarta murabahah is a very dominant financing. The 
murabahah financing is divided into pure murabahah and murabahah bil 
wakalah. Murabahah bil wakalah is murabahah with a wakalah complementary 
contract. However, in practice, not all banks apply murabahah contracts when the 
time is in accordance with the provisions of the fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 Concerning Murabahah. This causes the opening of opportunities 
and potential for deviation the use of funds (side streaming), because murabahah 
bil wakalah gives freedom to customers to be able to spend their own budget.  
The purpose of this study is to be analyze in practice BPRS Dana Amanah 
Surakarta that has applied the provisions of Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 
concerning murabahah and how is the settlement effort carried out by the bank in 
the event of side streaming action on murabahah bil wakalah financing. 
Methodology of this study uses qualitative methods that develop the 
theory with researching library materials or secondary data than adding interview 
techniques to the bank. The authors also analyzes the case of side streaming 
customers facilitated by murabahah bil wakalah financing at BPRS Dana Amanah 
Surakarta. 
This research concludes that the implementation of murabahah bil 
wakalah contract in the BPRS Dana Amanah Surakarta is carried out at the same 
time, the murabahah bil wakalah is not have convenient with the provisions of the 
fatwa DSN-MUI No. 04 / DSN-MUI/IV/2000 Concerning Murabahah, because 
the way murabahah and wakalah contract implements in the same time, so that 
the object of financing is not yet owned by the bank when the murabahah sale and 
purchase contract is conducted. The settlement of the case of side streaming by 
BPRS Dana Amanah Surakarta is conveinent with sharia provisions, namely by 
canceling the murabahah contract. 
Keywords: Murabahah, Wakalah, Murabahah bil Wakalah, Side 
Streaming. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mayoritas 
penduduknya beragama Islam. Dalam kegiatan perekonomian, lembaga 
keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan 
non bank. Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran 
penting dalam alur perekonomian di Indonesia. Menurut Undang-undang No. 
10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa bank adalah badan usaha 
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
1
 
Lembaga perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu 
lembaga bank bersifat konvensional dan lembaga bank bersifat syariah. Bank 
yang bersifat syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak 
mengandalkan pada bunga akan tetapi kegiatan operasional dan produknya 
dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadits.
2
 
Pembiayaan di lembaga keuangan syariah ada berbagai macam produk, 
salah satunya adalah murabahah. Murabahah dalam istilah fikih Islam yang 
berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya 
                                                          
1
 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 
100. 
2
 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 1. 
2 
 
perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan 
untuk memperoleh barang tersebut, dan diangkat keuntungan (margin) yang 
diinginkan.
3
  
Murabahah pada dasarnya mengandung prinsip amanah. Prinsip 
amanah yang dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad 
baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu 
pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini 
banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh suatu keahlian yang amat 
spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak 
yang ini menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya, oleh 
karena itu, ia sangat bergantung pada pihak yang menguasainya. Berkaitan 
dengan ini, dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada 
pihak yang lebih menguasainya untuk memberi informasi sejujur-jujurnya 
kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya.
4
 
Hal tersebut tentang amanah juga telah disebutkan dalam QS. Al-Anfal: 
27 bahwasanya seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap 
perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya, yaitu sebagai 
berikut : 
 َنوُمَلْع َت ْمُت َْنأَو ْمُكِتَاناََمأ اُونوَُتََو َلوُسَّرلاَو َهَّللا اُونوَُتَ َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي
5
 
                                                          
3
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 
hlm. 82. 
4
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Study Tentang Akad Dalam Fikih 
Muamalat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 91. 
5
 Q.S. Al-Anfal (8): 27. 
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“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (QS. 
Al-Anfal: 27).
6
 
 
Pembiayaan perlu dikelola dengan baik, sebab pengelolaan pembiayaan 
yang tidak baik akan menimbulkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan 
bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan 
kurang lancar, diragukan dan macet.
7
 
Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 
faktor internal bank meliputi kebijakan internal yang kurang tepat. Kuantitas, 
kualitas dan intergritas SDM yang kurang memadai, memberikan perlakuan 
khusus nasabah yang kurang tepat dan prasarana dan sarana yang kurang 
mendukung berkaitan dengan teknis pekerjaan maupun administrasinya. Dari 
pihak nasabah meliputi aspek legal/yuridis, aspek menejemen/karakter, aspek 
finansial, aspek teknis/produksi, aspek pemasaran, aspek agunan. Dari pihak 
eksternal meliputi krisis ekonomi moneter atau perubahan makro ekonomi, 
adanya perubahan regulasi oleh otoritas moneter maupun instansi terkait, 
perkembangan teknologi yang tidak dapat diikuti bank maupun nasabah, dan 
bencana alam atau gangguan keamanan yang menimpa nasabah (kerusuhan 
masa).
8
 
                                                          
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 180. 
7
 Faturakhman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2012), hlm. 66. 
8
 Bagung Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan 
Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 130-133. 
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Mengingat fungsi lembaga keuangan adalah sebagai mediasi yang 
terkadang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelian langsung dalam 
setiap transaksi pembiayaan karena keterbatasan pihak lembaga keuangan 
mikro syariah untuk membeli barang tersebut, keterbatasan tersebut baik dari 
segi waktu maupun tenaga yang ada, atau tidak mau direpotkan dengan 
pembelian barang yang dimurabahahkan, maka lembaga keuangan 
menerapkan sistem wakalah (mewakilkan) kepada nasabah atau pihak lain 
untuk melakukan pembelian.
9
 
Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan ketentuan lembaga 
keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian 
setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah selanjutnya nasabah 
memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang 
tersebut dimiliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka 
pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu 
pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan 
nasabah.
10
 
BPRS Dana Amanah Surakarta merupakan bank yang menyuguhkan 
pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah. Bahkan murabahah 
termasuk pembiayaan unggulan di BPRS Dana Amanah Surakarta. 
                                                          
9
 Muhammad Nizarul Alim, Muhasabah Keuangan Syariah, (Surakarta: AQWAM, 
2011), hlm. 79-80 
10
 Resti Risnawati, dkk., “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Side Streaming Dalam 
Pelaksanaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah di BJB Syariah Kantor Pusat Braga 
Kota Bandung,” Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah (Bandung) Vol. 4 Nomor 1, 2018, 
hlm. 386. 
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Tabel. 1 
Data Pembiayaan Produk BPRS Dana Amanah Surakarta Tahun 2018. 
Produk Jumlah Nasabah 
Murabahah 211 
Mudharabah 2 
Qard 3 
Piutang Hawalah 155 
Piutang Istishna 2 
Ijarah 40 
Musyarakah 8 
 
Sumber data diperoleh dari BPRS Dana Amanah Surakarta.
11
 
Dari data di atas pembiayaan murabahah menempati pembiayaan 
paling diminati di BPRS Dana Amanah Surakarta. Sekitar 50% didominasi 
pembiayaan dengan akad murabahah. Prosedur pemberian pembiayaan dengan 
akad murabahah bil wakalah oleh pihak bank syariah dilihat dari banyaknya 
barang yang diinginkan nasabah, apabila barang yang akan dibeli banyak maka 
menggunakan akad murabahah bil wakalah. Namun apabila masih bisa 
dijangkau oleh bank, maka menggunakan akad murabahah murni.
12
 
Namun pada praktiknya, tidak semua bank menerapkan akad 
murabahah bil wakalah tersebut dengan baik. Dalam praktiknya lembaga 
keuangan syariah atau BPRS terkadang tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 
                                                          
11
 Data Pembiayaan BPRS Dana Amanah Surakarta Tahun 2018. 
12
 Kartika Wulan Tumanggal, Customer Service, Wawancara, 7 Januari 2019, jam 10.00-
11.00 WIB. 
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04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah yang telah ditetapkan bahwa: 
“Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari 
pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang 
secara prinsip manjadi milik bank”. Akad murabahah bil wakalah yang tidak 
sesuai dengan ketentuan fatwa DSN tersebut menimbulkan persepsi bahwa 
sistem jual beli (murabahah) yang diimplementasikan lembaga keuangan 
syariah (BPRS) diragukan aspek syar’inya.  
Akad murabahah bil wakalah yang tidak sesuai dengan prosedur fatwa 
DSN juga mengakibatkan terbukanya peluang dan potensi akan terjadinya 
penyimpangan penggunaan dana, sebab akad murabahah bil wakalah 
memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk membelanjakan anggaranya 
sendiri. Pada akhirnya hal tersebut menimbulkan suatu tindakan 
penyimpangan, seperti tidak membelanjakan anggaran sesuai dengan 
kesepakatan. Dengan kata lain, yaitu penyalahgunaan akad yang tidak sampai 
pada tujuan yang semestinya atau dalam kajian ekonomi disebut sebagai side 
streaming.
13 Side streaming termasuk dalam kategori risiko dalam pembiayaan 
khususnya murabahah bil wakalah. Dengan adanya kasus side streaming, 
artinya nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebutkan dalam 
kontrak.
14  
                                                          
13
 Asmaul Khusnah, “Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Mekanisme Penyelesaian 
Side Streaming Pada Produk Pembiayaan Murabahah di KJJS BMT Amanah Ummah Cabang 
Sidoarjo”, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014). 
14
 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 
Insani Press, 2001), hlm. 98. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan melakukan penelitian 
terkait pelaksanaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di BPRS Dana 
Amanah Surakarta, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Fatwa 
DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah atau belum, dan 
bagaimana upaya yang dilakukan pihak bank syariah apabila terjadi tindakan 
side streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah tersebut. Maka 
penulis mengambil beberapa permasalahan tersebut untuk dijadikan tugas akhir 
dengan judul “Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah di BPRS Dana 
Amanah Surakarta dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Murabahah”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, dengan judul “Pelaksanaan Akad 
Murabahah Bil Wakalah di BPRS Dana Amanah Surakarta dalam Perspektif 
Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah” dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di BPRS Dana 
Amanah Surakarta? 
2. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di BPRS Dana 
Amanah Surakarta dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Murabahah? 
3. Bagaimana upaya penyelesaian tindakan side streaming pada pembiayaan 
murabahah bil wakalah di BPRS Dana Amanah Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 
Mengacu kepada judul dan permasalahan dalam penulisan ini, maka 
dapat dikemukakan tujuan yang hendak dicapai yaitu : 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di BPRS 
Dana Amanah Surakarta. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di BPRS 
Dana Amanah Surakarta dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. 
3. Untuk dapat mengetahui adanya tindakan side streaming pada pembiayaan 
murabahah bil wakalah di BPRS Dana Amanah Surakarta dan upaya 
penyelesaian yang dilakukan bank syariah apabila terjadi tindakan side 
streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah di BPRS Dana 
Amanah Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian  
1. Bagi Penulis 
a. Menambah wawasan dan pengalaman penulis agar dapat 
mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti 
perkuliahan di IAIN Surakarta.  
b. Memberikan gambaran tentang penerapan pembiayaan dengan akad 
murabahah bil wakalah di BPRS Dana Amanah Surakarta. 
c. Pemenuhan untuk syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Program 
Strata I Hukum Ekonomi Syariah. 
9 
 
2. Bagi Bank 
Diharapkan dari penulisan ini akan menghasilkan suatu masukan 
pemikiran yang bermanfaat untuk BPRS Dana Amanah Surakarta. 
3. Bagi Perguruan Tinggi 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmiah di 
perpustakaan IAIN Surakarta. 
4. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bahan referensi 
untuk menyempurnakan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang 
sifatnya sejenis dan ingin melakukan penelitian mengenai side streaming 
pada pembiayaan murabahah bil wakalah. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Murabahah bil Wakalah 
Akad murabahah bil wakalah digunakan dalam penelitian ini 
sebagai landasan pola pikir penulis dalam menganalisis permasalahan yang 
ditemukan di BPRS Dana Amanah Surakarta terkait pembiayaan 
murabahah bil wakalah. Dalam hal ini murabahah bil wakalah merupakan 
jual beli dengan sistem wakalah. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual 
mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama 
adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan 
penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian 
pihak lembaga memberikan akad murabahah. 
10 
 
4. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. 
Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah 
digunakan sebagai tinjauan dalam menganalisis hasil penelitian yang 
dilakukan di BPRS Dana Amanah Surakarta terkait pelaksanaan akad 
murabahah bil wakalah. 
Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 
04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah pasal 1 ayat 9 bahwa: “Jika 
bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak 
ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara 
prinsip, menjadi milik bank”.  
Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI akad murabahah bil 
wakalah dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh 
nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian 
setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad 
murabahah dapat dilakukan. 
2. Side Streaming  
Tindakan Side Streaming merupakan pemanfaatan dana yang tidak 
sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan atau tidak sesuai di dalam 
kontrak atau akad. Karena itu secara kriminologis side streaming 
dikategorikan sebagai penyimpangan.
15
 
Penyalahgunaan dana di sini adalah pembelian barang oleh nasabah 
yang tidak sesuai dengan tujuan awal akad yang telah disepakati atau 
                                                          
15
 Muhammad Hidayat, “Side Streaming adalah” dikutip dari 
http://ad4lah.blogspot.com/2016/11/side-streaming.html diakses 8 Januari 2019. 
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diperjanjiakan sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh nasabah menjadi risiko 
tersendiri bagi bank terhadap penurunan kolektibilitas pengembalian 
pembayaran kewajiban nasabah.
16
 
3. Upaya Penyelesaian Side Streaming 
Tindakan Side Streaming merupakan pemanfaatan dana yang tidak 
sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan atau tidak sesuai di dalam 
kontrak atau akad, maka dalam upaya penyelesaian tindakan side streaming 
pada pembiayaan murabahah bil wakalah menggunakan landasan teori 
akad. Sebagaimana dikemukakan oleh Ghufron A Mas’adi, akad akan 
berakhir apabila telah tercapai tujuannya, namun apabila tujuan tersebut 
tidak tercapai, maka akad juga dapat diakhiri dengan terjadinya fasakh 
(pembatalan) atau telah berakhirnya waktu akad. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Kajian pustaka dimaksudkan untuk membedakan penelitian yang akan 
peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya pada satu tema yang sama dan 
juga untuk mempertegas bahwa penelitian ini memang benar-benar baru dan 
belum ada yang meneliti supaya tidak saling tumpang tindih dalam masalah 
yang sama. Untuk melengkapi informasi yang ada, maka perlu diadakannya 
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang peneliti bahas, yang 
                                                          
16
 Resti Risnawati, dkk., “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Side Streaming Dalam 
Pelaksanaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah di BJB Syariah Kantor Pusat Braga 
Kota Bandung,” Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah (Bandung) Vol. 4 Nomor 1, 2018, 
hlm. 384. 
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dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu penelitian tentang murabahah bil 
wakalah dan penelitian tentang side streaming. 
1. Penelitian tentang Murabahah bil Wakalah 
Skripsi Dita Cahyaning Widayani, IAIN Surakarta, 2018 yang 
berjudul “Praktik Pembiayaan Murabahah Kepada Pelaku Usaha Dilihat 
dari Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah 
(Studi Kasus di BMT Hira Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembiayaan murabahah 
BMT Hira Tanon kepada pelaku usaha serta pola pembelian barang dalam 
pembiayaan murabahah dilihat dari fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Hasil penelitian ini menyimpulkan 
bahwa di BMT Hira Tanon dalam menerapkan pembiayaan murabahah 
kepada pelaku usaha menggunakan akad wakalah atau sering disebut 
murabahah berdasarkan wakalah. Dalam penerapannya ini, BMT Hira 
Tanon sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Murabahah yang membolehkan akad murabahah 
dengan wakalah. Dimana pihak anggota berlaku sebagai wakil sekaligus 
pemesan dalam proses pengadaan barang.
17
 Perbedaan penelitian ini 
dengan oleh penulis yaitu pada penelitian ini hanya membahas mengenai 
praktik pembiayaan murabahah berdasarkan wakalah. Sedangkan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan meninjau lebih dalam 
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 Dita Cahyaning Widayani, “Praktik Pembiayaan Murabahah Kepada Pelaku Usaha 
Dilihat dari Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah (Studi Kasus di 
BMT Hira Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)”, Skripsi, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018). 
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pelaksanaan akad murabahah bil wakalah dan akibat pelaksanaan akad 
murabahah bil wakalah yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-
MUI. Serta pada penelitian ini dilakukan di BMT Hira Tanon, sedangkan 
penelitian oleh penulis dilakukan di BPRS Dana Amanah Surakarta. 
Skripsi Yakis Munir, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018 
yang berjudul “Analisis Penerapan Wakalah Pada Pembiayaan 
Murabahah di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera”. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui implementasi penyertaan akad wakalah pada 
pembiayaan murabahah di BMT Kube Colomadu Sejahtera serta untuk 
mengetahui kesesuaian antara teori dan praktek dalam penerapan wakalah 
pada pembiayaan murabahah di BMT Kube Colomadu Sejahtera. 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan desain kualitatif. Dari hasil penelitian ini memberikan 
kesimpulan bahwa dalam prakteknya proses akad murabahah dengan 
menyertakan akad wakalah di BMT Kube Colomadu Sejahtera, adanya 
penggabungan akad wakalah dengan murabahah dalam satu waktu, 
sehingga dikatakan tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang 
murabahah.
18
 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh penulis 
yaitu pada penelitian ini membahas mengenai penyertaan akad wakalah 
pada pembiayaan murabahah di BMT Kube Colomadu Sejahtera. 
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan meninjau 
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 Yakis Munir, “Analisis Penerapan Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS 
BMT Kube Colomadu Sejahtera”, Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2018). 
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lebih dalam pelaksanaan akad murabahah bil wakalah dan akibat 
pelaksanaan akad murabahah bil wakalah yang tidak sesuai dengan 
ketentuan fatwa DSN-MUI di BPRS Dana Amanah Surakarta. 
Skripsi Yassar Wildantyo, UIN Walisongo, 2016 dengan judul 
“Aplikasi Akad Murabahah Bil Wakalah dalam Pembiayaan Mikro di BRI 
Syari’ah KCP Kudus”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana praktik penerapan akad murabahah bil wakalah yang ada pada 
Bank Syari’ah, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 
adakah perbedaan antara praktek dan teori pada akad murabahah bil 
wakalah yang ada di Bank Syari’ah. Hasil penelitian ini menyimpulkan 
bahwa secara teori akad murabahah bil wakalah yang dilakukan oleh 
Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Pembantu Kudus dalam melakukan 
pembiayaan usaha mikro dapat dikatakan syari’ah apabila melakukan akad 
wakalah terlebih dahulu baru melakukan akad murabahah setelah barang 
yang dimaksud sudah menjadi milik bank.
19
 Perbedaan penelitian ini 
dengan oleh penulis yaitu pada penelitian ini hanya membahas mengenai 
praktik penerapan akad murabahah bil wakalah di BRI Syari’ah KCP 
Kudus. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan 
meninjau lebih dalam pelaksanaan akad murabahah bil wakalah dan 
akibat pelaksanaan akad murabahah bil wakalah yang tidak sesuai dengan 
ketentuan fatwa DSN-MUI di BPRS Dana Amanah Surakarta. 
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 Yassar Wildantyo, “Aplikasi Akad Murabahah Bil Wakalah dalam Pembiayaan Mikro 
di BRI Syari’ah KCP Kudus”, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2016). 
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Skripsi Ari Astuti, UIN Walisongo, 2017 dengan judul 
“Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah pada Produk Pembiayaan 
KSPPS Binama Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan di KSPPS Binama 
Semarang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada sistematika 
pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS Binama belum sepenuhnya 
sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada 
ketentuan umum murabahah dalam bank syariah point ke sembilan dan 
point ke empat, serta ketentuan murabahah pada nasabah pada point 
kedua. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah point ke sembilan 
menyatakan bahwasannya jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah 
untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus 
dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Point keempat 
menyatakan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama 
bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Selanjutnya 
ketentuan kedua menyatakan jika bank menerima permohonan tersebut, ia 
harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan 
pedagang. 
20
 Perbedaan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini membahas 
mengenai implementasi akad murabahah bil wakalah di KSPPS Binama 
Semarang, sedangkan penelitian oleh penulis yaitu membahas terkait 
pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di BPRS Dana Amanah 
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 Ari Astuti, “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah pada Produk Pembiayaan 
KSPPS Binama Semarang”, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2017). 
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Surakarta dan upaya penyelesaian bank syariah apabila terjadi tindakan 
side streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah. 
2. Penelitian tentang Side Streaming 
Skripsi Asmaul Khusnah, UIN Sunan Ampel, 2014 dengan Judul 
“Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Side 
Streaming Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT Amanah 
Ummah Cabang Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
tinjauan Maslahah Mursalah terhadap mekanisme penyelesaian side 
streaming pada produk pembiayaan murabahah di KJKS BMT Amanah 
Ummah cabang Sidoarjo. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa KJKS 
BMT Amanah Ummah cabang Sidoarjo dalam penyelesaian side 
streaming pada pembiayaan murabahah adalah dengan membuat akad 
ulang, yaitu membenarkan akad dan disesuaikan dengan transaksi yang 
telah dilakukan nasabah terhadap dana realisasi pembiayaannya. 
Kesepakatan dan penandatanganan akad murabahah yang terjadi di KJKS 
BMT Amanah Ummah terjadi di awal dengan menggunakan akad 
murabahah bil wakalah. Tetapi akad yang ditandatangani hanya akad 
murabahah, di dalam akadnya tidak disebutkan adanya akad wakalah dan 
faktur pembelian juga tidak atas nama BMT sebagai pembelinya. Hukum 
penetapan penyelesaian dengan akad ulang pada nasabah yang melakukan 
side streaming menurut konsep maslahah mursalah adalah tidak dilarang 
17 
 
dan sesuai dengan syariat Islam.
21
 Perbedaan penelitian ini dengan 
penelitian oleh penulis yaitu pada penelitian ini membahas mengenai 
mekanisme penyelesaian side streaming ditinjau menggunakan maslahah 
mursalah, sedangkan penelitian oleh penulis membahas terkait 
pelaksanaan akad murabahah bil wakalah dan side streaming sebagai 
akibat dari prosedur akad murabahah bil wakalah yang tidak sesuai 
dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. 
Skripsi Luxi Ainun Putri Anisa, IAIN Purwokerto, 2018 yang 
berjudul “Upaya Penyelesaian Tindakan Side Streaming pada 
Pembiayaan Murabahah bil Wakalah di BRI Syariah KCP Purbalingga”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya dari pihak 
BRI Syariah KCP Purbalingga dalam melakukan penyelesaian tindakan 
side streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah. Penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan (field research), karena dalam penelitian 
ini penulis turun langsung ke tempat penelitian dengan subyek penelitian 
BRI Syariah KCP Purbalingga dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil 
penelitian ini menyimpulkan bahwa murabahah bil wakalah dilakukan 
tidak sesuai dengan ketentuan sebab akad murabahah dan wakalah 
dilaksanakan dalam satu waktu. Upaya penyelesaian side streaming 
dilakukan melalui jalur penyelesaian secara persuasif dan penyelesaian 
secara paksa. Penyelesaian secara persuasif nasabah hanya menulis surat 
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Side Streaming Pada Produk Pembiayaan Murabahah di KJJS BMT Amanah Ummah Cabang 
Sidoarjo”, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014). 
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pernyataan telah melakukan side streaming dan tetap dilanjutkan karena 
dianggap dapat diperbaiki, sebaliknya penyelesaian secara paksa yaitu 
apabila tindakan yang dilakukan sangat fatal maka akad akan dibatalkan 
dalam penyelesaian side streaming di BRI Syariah tidak ada akad ulang.
22
 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh penulis yaitu pada 
penelitian ini hanya membahas mengenai upaya penyelesaian side 
streaming oleh pihak BRI Syariah KCP Purbalingga, sedangkan penelitian 
oleh penulis membahas lebih mendalam upaya penyelesaian side 
streaming yang dilakukan oleh pihak BPRS Dana Amanah Surakarta 
ditinjau menggunakan hukum Islam. 
Jurnal Resti Risnawati, Universitas Islam Bandung, 2018 dengan 
judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Side Streaming dalam 
Pelaksanaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah di BJB Syariah 
Kantor Pusat Braga Kota Bandung”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap side streaming yang terjadi 
dalam wakalah pada pembiayaan murabahah di BJB Syariah Kantor Pusat 
Braga Kota Bandung. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tinjauan 
fikih muamalah terhadap side streaming yang terjadi dalam wakalah pada 
pembiayaan murabahah di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung 
termasuk ke dalam akad yang fasakh.
23
 Perbedaan penelitian ini dengan 
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penelitian oleh penulis yaitu pada penelitian ini membahas terkait tindakan 
side streaming yang ditinjau menggunakan fikih mumalah dalam 
pelaksanaan akad murabahah bil wakalah, sedangkan penelitian oleh 
penulis membahas upaya penyelesaian side streaming ditinjau dari hukum 
Islam serta membahas terkait pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di 
BPRS Dana Amanah Surakarta. 
 
G. Metode Penelitian 
Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan metode-metode yang 
sesuai dengan sifat dan jenis pembahasan juga obyek penelitian, yang 
diuraikan sebagai berikut:  
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang 
keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya 
bersifat apa adanya, individu, kelompok, dan lembaga masyarakat.
24
 
Dalam penelitian ini penulis turun langsung ke tempat penelitian dengan 
subyek penelitian BPRS Dana Amanah Surakarta dengan metode 
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bersifat mengembangkan 
teori yaitu dengan mengumpulkan data dari BPRS Dana Amanah 
                                                                                                                                                               
Kota Bandung,” Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah (Bandung) Vol. 4 Nomor 1, 2018, 
hlm. 1. 
24
 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
2004), hlm. 46. 
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Surakarta yang berupa arsip, brosur, buku dan wawancara untuk dianalisa 
serta untuk mendapatkan hasil yang kualitatif. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 
dua kategori yaitu data primer dan data sekunder : 
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
narasumber di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penerapan 
pembiayaan murabahah bil wakalah dan adanya tindakan side 
streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah serta upaya 
penyelesaiannya di BPRS Dana Amanah Surakarta. Data primer ini 
diperoleh dari sumber informan yaitu individu atau perorangan seperti 
hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini 
diperoleh dengan cara wawancara Kartika Wulan Tumanggal selaku 
Customer Service dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Dana 
Amanah Surakarta yaitu Bapak Rial Fuadi, M.Ag. 
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang 
berwujud laporan, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah 
side streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi Penelitian Skripsi ini bertempat di BPRS Dana Amanah 
Surakarta yang beralamat di Jalan dr. Rajiman No. 663 A Surakarta, Tlp. 
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0217-725754, Fax: 0271-730495. Waktu Penelitian dilakukan pada bulan 
April sampai dengan Mei 2019. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Penulis dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan 
mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun 
data sekunder. Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam 
penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: 
a. Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang 
melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
25
 Wawancara dilakukan 
dengan narasumber atau pihak yang terlibat dan berhubungan dalam 
penelitian ini, yaitu dengan Kartika Wulan Tumanggal selaku 
customer service di BPRS Dana Amanah Surakarta dan Bapak Rial 
Fuadi, M.Ag. selaku Dewan Pengawas Syariah di BPRS Dana 
Amanah Surakarta. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 
monumental dari seseorang.
26 Metode dokumentasi juga dipakai untuk 
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menelusuri data historis. Data yang dipakai berupa data-data primer 
seperti laporan naskah-naskah kearsipan maupun data berupa gambar 
(brosur) yang ada pada BPRS Dana Amanah Surakarta. 
5. Teknik Analisis Data  
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif artinya sebagai 
rangkaian proses menjaring data-data informasi yang dinilai sewajarnya 
mengenai suatu masalah dalam bidang kehidupan pada obyek tertentu. 
Agar mendapatkan data yang benar dan valid, maka data-data yang telah 
diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. 
Deskriptif analisis yakni mendeskripsikan data-data terkumpul, 
berupa data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, 
dokumen dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data 
dan menggunakan metode deduktif, yaitu memberi keterangan yang 
dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu kearah data 
yang akan diterangkan.
27
 
 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan bertujuan agar penyusunan penelitian terarah 
sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam 
penelitian ini terbagi atas lima bab, dari lima bab tersebut terdiri dari beberapa 
sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai 
pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 
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BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan beberapa 
masalah yang akan diteliti menjadi latar belakang masalah. Dari beberapa 
masalah tersebut maka dapat disimpulkan menjadi rumusan masalah. Dengan 
demikian dalam penelitian ini juga memiliki beberapa tujuan penelitian. 
Sehingga dapat memberikan manfaat penelitian bagi pembaca. Dalam hal 
penelitian penulis menggunakan beberapa teori yang disusun menjadi kerangka 
teori. Kemudian untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian 
sebelumnya maka disusun tinjauan pustaka untuk mempertegas ruang lingkup 
penelitian ini. Dalam menganalisis pembahasan dalam penelitian menggunakan 
metode penelitian untuk mengetahui jenis penelitian, sumber data, lokasi dan 
waktu penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. 
Selanjutnya dibuat sistematika penulisan agar mempermudah penulis dalam 
melakukan penulisan hasil dari penelitian ini. Serta disusun jadwal rencana 
penelitian dalam bentuk tabel agar penulis lebih mudah dalam melakukan 
penelitian. 
BAB II Landasan Teori, berisi uraian teori-teori umum yang relevan 
dengan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan adanya tindakan side 
streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah. Teori yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu diantaranya teori tentang murabahah bil wakalah, 
Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, tindakan 
side streaming, dan upaya penyelesaian tindakan side streaming. 
24 
 
BAB III Deskripsi Data Penelitian, pada bab ini berisikan tentang 
gambaran umum lokasi penelitian yaitu BPRS Dana Amanah Surakarta dan 
data-data yang relevan dalam penelitian yang akan peneliti analisis.  
BAB IV Analisis, dalam bab ini membahas mengenai analisis dan 
pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan secara mendalam, dalam bab 
ini akan dipaparkan hasil data yang diperoleh baik dari sudut pustaka maupun 
dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitan ini, penulis akan menganalisis 
penerapan pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah, adanya tindakan 
side streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah dan upaya 
penyelesaian tindakan side streaming yang dilakukan oleh BPRS Dana 
Amanah Surakarta. 
BAB V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan 
penelitian yang akan memaparkan tentang kesimpulan serta saran yang 
membangun bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis. 
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BAB II 
AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PERSPEKTIF DSN MUI  
DAN UPAYA PENYELESAIAN SIDE STREAMING 
A. Murabahah bil Wakalah 
Murabahah merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara 
transaksional, dalam fiqh disebut dengan bay’ al-murabahah, sedangkan Imam 
asy-Syafi’i menamakan transaksi sejenis bay’ al-murabahah  dengan al-amir 
bissyira. Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai, 
dengan mekanisme murabahah, jual beli menjadi bersifat tangguh dalam 
pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan (حبرلا) dari 
barang yang dibeli.
1
 
Secara bahasa murabahah diambil dari kata rabiha – yarbahu – ribhan – 
warabahan yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedang kata 
ribh itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal 
(profit). Murabahah berasal dari mashdar yang berarti “keuntungan, laba, atau 
faedah”.2  
Secara istilah, murabahah ini banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Jual 
beli murabahah adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga 
belinya ditambah dengan keuntungan. Gambaran murabahah ini, sebagaimana 
dikemukakan oleh Malikiyah, adalah jual beli barang dengan harga beli beserta 
                                                          
1
 Ahmad Dahlan, Bank Syariah, Teoritik, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), 
hlm. 192. 
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 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 
hlm. 14. 
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tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. Hal senada juga 
dikemukakan oleh Ibn Qudamah yang menyatakan bahwa murabahah adalah 
menjual dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati. 
Wahbah az-Zuhayli memberikan definisi murabahah dengan “jual beli dengan 
harga awal ditambah keuntungan”.3 
Murabahah merupakan jual beli barang dengan alat tukar disertai 
tambahan yang telah ditentukan (resale with a started profit). Dalam 
murabahah ini setidak-tidaknya ada dua pihak yang terlibat, yakni penjual dan 
pembeli. Di samping itu, dalam murabahah ini mesti ada kejelasan tentang 
harga awal dan harga jual yang disampaikan oleh pihak penjual kepada pihak 
pembeli.
4
  
Murabahah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan. 
Pembayaran murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory). Pembiayaan ini 
mirip dengan “kredit modal kerja” yang biasa diberikan oleh bank 
konvensional.
5
 Murabahah bukanlah transaksi dalam bentuk memberikan 
pinjaman/kredit pada orang lain dengan adanya penambahan interest/bunga, 
akan tetapi ia merupakan jual beli komoditas. Jual beli ini menekankan adanya 
pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, dan adanya proses 
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 Ibid, hlm. 14. 
4
 Ibid, hlm. 15. 
5
 Jaka Susila, “Fiduciary dalam Produk-Produk Perbankan Syariah,” Jurnal Al-Ahkam 
(Surakarta) Vol. 1 Nomor 2, 2016, hlm. 142. 
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penjualan kepada nasabah dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari 
biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan.
6
 
Akad jual beli murabahah akan sah apabila memenuhi beberapa syarat 
berikut:
7
 
1. Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus 
diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi 
keabsahan jual beli murabahah. Jika harga beli tidak dijelaskan kepada 
pembeli kedua dan ia telah meninggalkan majlis, maka jual beli 
dinyatakan rusak dan akadnya batal. 
2. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, 
keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau 
dengan menyebut presentase dari harga beli. 
3. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan 
barang mitsli, yaitu terdapat padanannya di pasaran, alangkah baiknya jika 
menggunakan uang. Jika modal yang dipakai merupakan barang 
qimi/ghair mitsli, misalnya pakaian dan marginnya uang, maka 
diperbolehkan. 
4. Tidak terjadi riba dalam transaksi murabahah dengan melakukan jual beli 
barter pada barang-barang yang berlaku riba didalamnya. 
5. Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan 
penjual pertama dan pembeli pertama harus sah, jika tidak maka transaksi 
                                                          
6
 Waluyo, Fiqih Muamalat, (Yogyakarta: CV. Gerbang Media Aksara, 2014), hlm. 40-41 
7
 Ibid, hlm. 42 
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yang dilakukan oleh penjual kedua (pembeli pertama) dengan pembeli 
kedua hukumnya fasid/rusak dan akadnya batal. 
Murabahah merupakan akad jual beli yang secara syar’i diperbolehkan, 
hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’an, al-Hadits, 
dan jumhur ulama’ juga membolehkan akad jual beli ini. Di antara dalil 
(landasan syariah) yang membolehkan praktik akad jual beli murabahah adalah 
sebagai berikut:
8
 
1. Al-Qur’an 
َابِّرلا َمَّرَحَو َعْي َبْلا ُهَّللا َّلَحَأَو
9  
“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba” (QS. Al-Baqarah: 275).10 
Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual 
beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. 
Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah mendapat pengakuan dan 
legalitas dari syara’, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik 
                                                          
8
 Ibid, hlm. 42-43 
9
 Q.S. Al-Baqarah (2): 275. 
10
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 47. 
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pembiayaan lembaga keuangan syariah karena ia merupakan salah satu 
jual beli dan tidak mengandung unsur riba.
11
 
2. Hadits 
 َبْلا اَم َّنِإ :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلَاق :ُلوُق َي َِّيرُْدْلْا ٍديِعَس بيَأ نع ٍضَار َت ْنَع ُعْي  
Dari Abu Said al Khudri bahwa Rasulullah bersabda: 
“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. 
Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).
12
 
Hadits ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. 
Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli murabahah harus 
dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan 
transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli murabahah 
seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme 
pembayaran dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara 
pihak nasabah (pembeli) dan penjual, tidak bisa ditentukan secara sepihak. 
3. Kaidah Fiqih 
هِْيْرَْتَ َىلَع ٌلِْيلَد  َّل ُدَي ْنَأ َّلاا ُةَحَابِلإا ِةَلَماَعُ
لما فِ ُلْصَلأا َا  
“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya.”13 
                                                          
11
 Waluyo, Fiqih Muamalat..., hlm. 43. 
12
 Ibid, hlm. 44. 
13
 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm.10. 
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Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk 
yang berkaitan dengan murabahah ini, baik dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN 
(Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia. Undang-undang pertama 
yang menyebutkan istilah murabahah adalah UU Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam 
undang-undang ini, murabahah disebutkan sebagai prinsip jual beli barang 
dengan memperoleh keuntungan.
14
 
Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada 
beberapa yaitu: 
1. Muta’aqidain (penjual dan pembeli) 
2. Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan)  
3. Tsaman (harga)  
4. Shighat, yaitu ijab dan qabul.15 
Dalam penyaluran pembiayaan murabahah lembaga keuangan bertindak 
sebagaimana berikut: 
1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi 
murabahah dengan nasabah. 
2. Bank dapat membiayai sebagaian atau seluruh harga pembelian barang 
yang telah disepakati kualifikasinya. 
                                                          
14
 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah..., hlm. 16. 
15
 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 
hlm 82. 
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3. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang 
yang dipesan nasabah. 
4. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa 
diperjanjikan di muka.
16
 
Dalam akad murabahah ada instrumen akad lain sebagai pelengkap yaitu 
akad wakalah. Wakalah dilaksanakan ketika bank mewakilkan kepada nasabah 
untuk mengambil barang yang berada di pihak ketiga atau supplier.
17
 
Secara bahasa wakalah berarti perlindungan (hifzh), pencakupan 
(kifayah), atau tanggungan (dhaman), yang diartikan juga dengan memberikan 
kuasa atau mewakilkan. Menurut al-Husyani, secara bahasa wakalah berarti 
penyerahan (tafwidh) atau penjagaan (hifzh).
18
 
Secara istilah, wakalah berarti tindakan seseorang menyerahkan 
urusannya kepada orang lain pada urusan yang dapat diwakilkan, agar orang 
lain itu mengerjakan urusan tersebut pada saat hidupnya orang yang 
mewakilkan. Pernyataan ini diperkuat oleh Sayyid Sabiq yang menyatakan 
bahwa wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang 
lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
19
 
                                                          
16
 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 47. 
17
 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah..., hlm. 21. 
18
 Ibid, hlm. 112. 
19
 Ibid, hlm. 112. 
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Dengan demikian, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan 
wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama 
kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam 
hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang 
yang diberikan oleh pihak pertama. Namun apabila kuasa tersebut telah 
dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung 
jawab pihak pertama atau pemberi kuasa.
20
 
Keabsahan akad wakalah dalam Islam didasarkan pada sumber ajaran 
Islam, yakni al-Qur’an, al-Sunnah, dan Ijma’. Al-Qur’an yang menjadi dasar 
bagi keabsahan akad wakalah adalah: 
 ْمُه َن ْ ي َب اوُلَءاَسَتَِيل ْمُهاَن ْثَع َب َكِل ََٰذََكو  ۚ  ْمُتْثَِبل ْمَك ْمُه ْ نِم ٌلِئَاق َلَاق  ۚ  َضْع َب َْوأ اًمْو َي اَن ْثَِبل اوُلَاق
 ٍمْو َي  ۚ  َُّيأ ُْرظْن َيْل َف ِةَنيِدَمْلا َلَِإ ِهِذ ََٰه ْمُكِِقرَوِب ْمَُكدَحَأ اُوثَع ْبَاف ْمُتْثَِبل َابِ ُمَلَْعأ ْمُكُّبَر اوُلَاق َٰىَْكَزأ اَه
اًدَحَأ ْمُكِب َّنَرِعْشُي َلاَو ْفَّطَل َتَيْلَو ُهْنِم ٍقِْزرِب ْمُكِتْأَيْل َف اًماََعط21  
Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di 
antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: 
Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita 
berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): 
"Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). 
Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan 
membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan 
yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan 
hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali 
menceritakan halmu kepada seorangpun.(QS. Al-Kahfi: 19).
22
 
                                                          
20
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Bank Syariah: Konsep, Produk 
dan Implementasi Operasional, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 226. 
21
 Q.S. Al-Kahfi (18): 19. 
22
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., hlm. 295. 
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Al-Syaukani dan al-Zuhayli mengemukakan bahwa akad wakalah itu sah 
dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu disebabkan 
Nabi Muhammad Saw. pernah mengutus para pegawainya untuk memungut 
sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka. Apabila 
wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan 
hukum ijarah. Bahkan menurut al-Zuhayli, umat sepakat bahwa wakalah boleh 
dilakukan karena diperlukan.
23
 
Rukun wakalah : 
1. Adanya pihak yang mewakilkan (muwakkil) 
2. Adanya pihak yang mewakili (wakil) 
3. Adanya obyek/urusan/tugas yang diserahkan (tawkil) 
4. Adanya akad (kesepakatan) kedua belah pihak.24 
Muwakkil sebagai rukun yang pertama ditetapkan mesti memenuhi dua 
syarat utama, yaitu: (1) pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang 
diwakilkan dan (2) orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas 
tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan 
untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Sedangkan wakil 
ditetapkan mesti memenuhi dua syarat utama, yaitu: cakap hukum dan dapat 
mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Tawkil sebagai rukun yang 
ketiga dalam akad wakalah disyaratkan diketahui dengan jelas oleh orang yang 
                                                          
23
 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah..., hlm. 115. 
24
 Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Bank Syariah: Konsep, 
Produk dan Implementasi Operasional, hlm. 226. 
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mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan 
menurut syariah Islam.
25
 
Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk 
yang berkaitan dengan wakalah ini, baik dalam peraturan perundang-undangan 
maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN Majelis Ulama 
Indonesia. Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah ijarah adalah 
UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang 
ini disebutkan bahwa salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah adalah 
melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah.
26
 
Produk hukum tentang wakalah ini dikemukakan dalam Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yakni fatwa DSN-MUI 
Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah yang berisi sebagai berikut: 
Ketentuan tentang Wakalah 
1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). 
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan 
secara sepihak.
27
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 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah..., hlm. 116. 
26
 Ibid, hlm 116. 
27
 Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, 
Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia)..., hlm.188. 
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Sebagai salah satu akad yang banyak dibahas oleh ulama fiqh, klasik 
maupun kontemporer, akad wakalah telah banyak digunakan di lembaga-
lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang 
mengimplementasikan akad wakalah sebagai prinsip operasionalnya salah 
satunya adalah bank syariah.
28
 
Di bank syariah akad wakalah hanya sebagai akad pelengkap salah 
satunya akad murabahah sehingga dalam hal ini bank syariah menggunakan 
akad murabahah bil wakalah.  
Akad murabahah bil wakalah adalah jual beli dimana lembaga keuangan 
syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah 
produk tersebut di dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya 
kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut di miliki 
pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga 
menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang 
akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah. 
Dalam rukun murabahah bil wakalah sama dengan akad murabahah, 
namun perbedaan dalam akad murabahah bil wakalah terdapat wakil dalam 
pembelian barang. 
1. Penjual (ba’i) 
2. Pembeli (musytary) 
3. Barang yang dibeli 
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 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah..., hlm. 119. 
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4. Harga barang, dalam hal ini harga barang harus diketahui secara jelas yaitu 
harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. 
Sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan 
jangka waktu pengangsuran. 
5. Muwakil atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada 
pihak lain. 
6. Tawkil atau objek akad 
7. Shigat atau ijab dan qabul. 
Syarat murabahah bil wakalah : 
1. Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis 
2. Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah 
3. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan 
4. Kontrak harus bebas dari riba 
5. Penjual harus memberitahu atau menjelaskan bila terjadi cacat atas barang 
sesudah pembelian 
6. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 
misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara utang 
7. Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah 
yang mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah 
8. Tidak bertentangan dengan syariat Islam. 
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Skema Murabahah bil Wakalah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar. 1 
Skema Pembiayaan Murabahah bil Wakalah 
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Penjelasan dari skema tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Nasabah mengajukan pembiayaan murabahah bil wakalah kepada bank 
dengan membawa persyaratan. 
2. Bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah. 
3. Nasabah membeli barang dari supplier atas nama bank. 
4. Setelah akad wakalah selesai selanjutnya akad jual beli secara kredit atau 
murabahah. 
5. Nasabah membayar angsuran secara kredit kepada lembaga keuangan 
syariah. 
 
B. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 
Produk hukum yang berbicara tentang murabahah adalah Fatwa Dewan 
Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 4 Tentang Murabahah. Dalam fatwa 
tersebut telah dirumuskan definisi operasional tentang murabahah dan diatur 
tentang ketentuan murabahah ketika diimplementasikan di lembaga keuangan 
syariah, terutama di perbankan syariah. 
Ketentuan umum tentang pembiayaan murabahah yang tercantum dalam 
fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut: 
Pertama: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah 
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. 
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah 
disepakati kualifikasinya. 
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4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan 
pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 
misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 
dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini 
bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah 
berikut biaya yang diperlukan. 
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 
jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, 
pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah membeli barang dari pihak 
ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara 
prinsip menjadi milik bank.
29
 
Kedua: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah 
1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang 
atau aset kepada bank. 
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih 
dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 
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 Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, 
Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia), (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 124. 
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3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut, ia harus membeli terlebih 
dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar 
uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 
5.  Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank 
harus dibayar dari uang muka tersebut. 
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh 
bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 
7. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, 
maka: 
a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal 
membayar sisa harga. 
b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal 
sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan 
tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi 
kekurangannya.
30
 
Ketiga: Jaminan dalam Murabahah 
1. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan , agar nasabah serius dengan 
pesanannya. 
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat 
dipegang. 
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 Ibid, hlm. 124-125. 
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Keempat: Hutang dalam Murabahah 
1. Hutang dalam murabahah secara prinsip penyelesaiannya tidak ada 
kaitannya dengan transaksi lain tang dilakukan nasabah dengan pihak 
ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut 
dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk 
menyelesaikan hutangnya kepada bank. 
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia 
tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap 
menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh 
memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu 
diperhitungkan. 
Kelima: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah 
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 
penyelesaian hutangnya. 
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah 
satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan 
melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah. 
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Keenam: Bangkrut dalam Murabahah 
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank 
harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau 
berdasarkan kesepakatan.
31
 
Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 
04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9 bahwa jika bank hendak mewakilkan 
kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli 
murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 
Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad murabahah bil wakalah dapat 
dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya 
sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut 
dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad murabahah dapat dilakukan. 
 
C. Side Streaming 
Menurut Hasanuddin Rahman dalam bukunya yang berjudul Aspek-
aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia: Panduan Dasar Legal 
Officer, side streaming adalah penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai 
dengan peruntukannya oleh nasabah. Nasabah tidak mempergunakan kredit 
dan atau pembiayaan yang difasilitasi kepadanya sebagaimana yang telah 
disepakati atau diperjanjikan sebelumnya.
32
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Penyebab utama dari side streaming adalah kelalaian pihak bank dalam 
melakukan analisis pemberian kredit atau pembiayaan. Selain menyalahi 
kontrak atau akad, kredit atau pembiayaan side streaming juga biasanya 
menjadi kredit atau pembiayaan yang bermasalah. Meskipun beberapa kredit 
atau pembiayaan side streaming tetap lancar sampai kredit atau pembiayaan 
tersebut lunas.
33
 
Menurut DSN MUI dalam Praijtima’ Sanawi Dewan Pengawas Syariah 
XXI Tahun 2016 bahwa permasalahan dalam bank syariah ditemukan adanya 
side streaming akibat tidak adanya kuitansi pembelian barang.
34
 Side streaming 
yang dilakukan oleh nasabah menjadi risiko tersendiri bagi bank terhadap 
penurunan kolektibilitas pengembalian pembayaran kewajiban nasabah.
35
 
 
D. Upaya Penyelesaian Side Streaming 
Suatu tindakan Side Streaming merupakan pemanfaatan dana yang tidak 
sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan atau tidak sesuai di dalam kontrak 
atau akad. Menurut Ghufron A Mas’adi, akad akan berakhir apabila telah 
tercapai tujuannya, namun apabila tujuan tersebut tidak tercapai, maka akad 
juga dapat diakhiri dengan terjadinya fasakh (pembatalan) atau telah 
berakhirnya waktu akad. Fasakh dilakukan untuk melepaskan ikatan akad di 
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antara para pihak apabila terdapat salah satu pihak yang menyalahi ketentuan 
akad.
36
  
Akad secara bahasa berarti al-rabth yang berarti ikatan, mengikat.
37
 
Istilah akad dapat disamakan dengan dengan istilah perikatan atau 
verbintenis.
38
 Sebagaimana terdapat pada surat al-Maidah ayat 1: 
 ِدوُقُعْلِاب اوُفَْوأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي39  
Hai orang orang yang beriman penuhilah aqad (perjanjian atau 
perikatan) di antara kamu. (QS. Al-Maidah: 1).
40
 
Dalam terminologi hukum Islam akad adalah pertalian antara ijab dan 
qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap 
obyeknya. Yang dimaksud ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau 
pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya 
disebut sebagai pihak pertama. Sedang qabul adalah pernyataan atau ungkapan 
yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, 
menerima atau menyetujui pernyataan ijab. 
Akad diartikan sebagai suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara 
yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada 
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objeknya.
41 Akad termasuk dari suatu bentuk perbuatan hukum atau disebut 
dengan tasharruf. Musthafa Az-Zarqa mendefinisikan tasharruf sebagai segala 
sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak dan kehendak seseorang, 
dan syara’ menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).42 
Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad 
seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti 
wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual 
beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterangan antara 
ijab (pertanyaan penwaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pertanyaan 
penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh 
pada sesuatu.
43
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang 
menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak 
lain atas prestasi tersebut secara timbal balik. Perbankan syariah sebagai 
lembaga intermediasi keuangan dengan kegiatan utamanya menghimpun dana 
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam 
bentuk pembiayaan senantiasa mendasarkan pada perjanjian (kontrak), 
sehingga hukum perjanjian Islam yang rukun dan syaratnya telah diatur dalam 
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Al-Qur’an, Hadits, ijma’ dan qiyas menjadi relevan dan penting dalam 
operasional perbankan syariah.
44
 
 
Adapun rukun dalam akad yaitu:
45
 
1. Pelaku akad 
2. Objek akad 
3. Sighat atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul. 
Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya 
(ahliyah) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk 
merealisasikan akad sebagai perwakilan dari (wilayah). Objek akad harus ada 
ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa 
diserahterimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua 
pelaku akad. Sementara itu, ijab qabul harus jelas maksudnya, sesuai antara 
ijab dan qabul, dan bersambung antara ijab dan qabul.
46
 
Beberapa unsur dalam akad yang kemudian dikenal sebagai rukun 
tersebut masing-masing membutuhkan syarat agar akad dapat terbentuk dan 
mengikat antara pihak. Beberapa syarat tersebut meliputi:
47
 
a. Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan 
nama al-syuruth al-in’iqad. 
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b. Syarat keabsahan akad adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan 
akad setelah in’iqad tersebut dipenuhi. 
c. Syarat nafadz ada dua yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan 
berhak menggunakannya) dan wilayahnya. 
d. Syarat lazim yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat. 
Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya 
terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (tijarah) dan sebagian 
dari kegiatan tolong-menolong (tabarru’). Turunan dari tijarah kontrak bagi 
hasil dengan segala variasinya. Cakupan akad yang akan dibahas meliputi akad 
perniagaan (al-bai) yang umum digunakan untuk produk bank syariah.
48
 
Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi 
fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi dengan 
sebab-sebab, sebagai berikut: 
1. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan 
syara’, seperti yang disebutkan dalam akad rusak, misalnya jual beli 
barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan. 
2. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau 
majelis. 
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena 
merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. 
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi 
oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
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5. Karena habis waktunya. 
6. Karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang. 
7. Karena kematian.49 
Dalam kasus tindakan side streaming yang dalam hal ini akad yang 
digunakan adalah akad murabahah bil wakalah pada pelaksanaannya tidak lagi 
sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan di awal sehingga dianggap fasakh. 
Di dalam fikih ditegaskan bahwa pembiayaan dapat dianggap tidak sah apabila 
tujuan penggunaan pembiayaan berbeda. Sebab hal ini berkaitan dengan 
maksud diadakannya suatu akad.
50
 Sehingga dalam kasus tindakan side 
streaming yang telah terjadi maka hendaknya upaya penyelesaian yang 
dilakukan pihak bank syariah yaitu membatalkan akad yang telah disepakati 
sebelumnya.  
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BAB III 
PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DI BPRS DANA 
AMANAH SURAKARTA 
A. Gambaran Umum BPRS Dana Amanah Surakarta 
1. Sejarah Singkat 
BPRS Dana Amanah Surakarta diresmikan oleh Bank Indonesia 
pada tanggal 23 Mei 2008 M atau bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil 
Ula 1429 H, yang mulai beroperasi 2 Juni 2008 M atau Jumadil Ula 1429 
H. Sebagai upaya meningkatkan kemakmuran bersama melalui pengalaman 
perbankan yang sesuai kaidah syariah. BPRS Dana Amanah beralamat di 
Jalan dr. Rajiman No. 663 A Surakarta, Tlp. 0217-725754, Fax: 0271-
730495.
1
 
BPRS Dana Amanah terus berupaya memberikan pelayanan 
perbankan yang profesional dan amanah, melalui produk dan jasa layanan 
yang aman, nyaman, inovatif dan menguntungkan, serta terus tumbuh 
secara sehat, dengan kinerja dan reputasi positif. 
2. Visi dan Misi 
Adapun visi dan misi BPRS Dana Amanah adalah sebagai berikut: 
Visi : Menjadikan BPR Syariah Dana Amanah yang sehat profesional 
dan terpercaya. 
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Misi : Memberdayakan Ekonomi umat dengan menjunjung prinsip 
keadilan dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat yang berlekanjutan. 
3. Keyakinan Dasar 
BPRS Dana Amanah berkeyakinan bahwa rasa keadilan, kebersamaan 
dan kekeluargaan yang berbasis profesionalisme dapat membangun tim 
kerja yang tangguh, sedangkan kesejahteraan, kenyamanan kerja dan 
kepastian masa depan yang berorientasi kinerja akan mampu membangun 
loyalitas, dedikasi dan moralitas kerja yang tinggi, saling memegang teguh 
komitmen, kepercayaan dan saling memberi manfaat serta keuntungan akan 
mampu terbangun jalinan kerja sama yang kokoh, yang pada gilirannya 
akan mudah dibangun kultur kerja yang efisien, efektif dan produktif yang 
sangat dibutuhkan dalam mewujudkan visi perusahaan. 
4. Nilai Dasar 
Sistem operasional BPRS Dana Amanah Surakata sebagai aktualisasi 
budaya kerja perusahaan didasarkan pada suatu sistem nilai yang harus 
dipegang teguh dan dijiwai serta dihayati oleh setiap staf dan lini 
perusahaan yaitu sistem nilai profesionalisme syariah yang meliputi: 
a. Lillahi ta’ala (State of Mind), orang yang memiliki sikap 
profesionalisme adalah orang yang bekerja senantiasa memiliki visi, 
arah dan niat yang jelas. Visi yang paling subtantif dari seluruh amaliah 
manusia di dunia adalah lillahi ta’ala.  
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b. Amanah, seorang profesional adalah seseorang yang mampu dan dapat 
dipercaya, selalu mentaati dan menepati apa yang menjadi wewenang, 
tugas dan tanggungjawab secara tepat, objektif dan profesionalisme. 
c. Khabir (Expert), syarat mutlak dari seorang profesional adalah 
memiliki pengetahuan (capability), kemampuan (competency), dan 
keterampilan (skill) yang memadahi dan keahlian (expert) yang sesuai 
dengan bidang, tugas, fungsi dan tanggungjawab. 
d. Ahsanu ‘amala (Excellence), ciri utama dari sikap profesional adalah 
dia akan melakukan, memberikan, dan mempersembahkan hasil 
pekerjaan yang terbaiknya. 
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5. Struktur Organisasi BPRS Dana Amanah Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar. 2 
Struktur Organisasi BPRS Dana Amanah Surakarta 
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Tabel. 2 
Struktur Organisasi BPRS Dana Amanah Surakarta 
STRUKTUR ORGANISASI 
BPR SYARIAH DANA AMANAH SURAKARTA 
DEWAN KOMISARIS 
Komisaris Utama 
Komisaris 
H. Abdullah Rabbani, SE. 
H. Suprihatin, SE., MM. 
DEWAN PENGAWAS SYARIAH 
Pengawas Syariah 
Rial Fuadi, M.Ag. 
Moh Abdul Kholiq Hasan, MA., M.Ed., 
DR. 
DEWAN DIREKSI 
Direktur Utama 
Direktur 
Muhammad Syamsul Huda, SIP. 
Muhammad Saefudin, SE. 
KABAG PERSONALIA DAN UMUM Yettie Risnawatie 
KABAG PEMASARAN Drs. Sularna 
CUSTOMER SERVICE Kartika Wulan Tumanggal 
PENGAWAS SPI Miladina Permatasari 
TELLER/KASIR Nick Fathurrahmah 
PEMBUKUAN/AKUNTING Arinta Dwi Hastuti 
ADMINISTRASI PEMBIAYAAN Yulindha Permatasari 
ACCOUNT MANAGER Sapto Nugroho 
IT Mahmudi, S. Kom. 
ACCOUNT OFFICER 
1. Purwo Agung Ratmanto 
2. Heri Sunardi 
3. Adhitama Nugroho 
4. Muhammad Wijanarko 
ACCOUNT MANAGER Sapto Nugroho 
SECURITY & OB Mulyanto 
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6. Keunggulan BPRS Dana Amanah 
1. BPR Syariah Dana Amanah merupakan bank yang sedang tumbuh dan 
berkembang, sehingga sangat prospek untuk investasi atau untuk 
bermitra dalam usaha. 
2. BPR Syariah Dana Amanah telah menjadi peserta penjaminan Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS), sehingga simpanan masyarakat yang 
dihimpun akan aman. 
3. BPR Syariah Dana Amanah merupakan pilihan yang tepat bagi pihak-
pihak yang sangat menekankan ketentraman dan ketenangan hati dan 
nurani dan yang ingin kafah dalam beriman dan ber-Islam dikarenakan 
BPR Syariah Dana Amanah sangat menekankan atas kemurnian 
penerapan sistem syariah baik pada produk, akad, pelayanan dan 
manajemen. 
4. Investasi dan penempatan dana di BPR Syariah Dana Amanah akan 
mendapat return menguntungkan dengan bagi hasil yang kompetitif, 
dari hasil usaha dan investasi yang halal dan bernilai ibadah. 
5. BPR Syariah Dana Amanah yang memposisikan diri sebagai katalisator 
bagi lahir dan tumbuhnya sistem ekonomi Islami yang riil bersama 
lembaga penunjang lainnya yang mampu memberikan solusi dan 
kontribusi nyata bagi ekonomi masyarakat. 
6. Terus ditingkatkan dan dikembangkan pelayanan terbaik (service 
excellence/ahsanu ‘amala), dan profesionalisme dengan penekanan 
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pada semangat kewirausahaan, ukhuwah (tafahum, ta’awun, takaful, 
tahalluf), keadilan (anti riba, tazlim,tahkir, maisir, taghrir, tadlis). 
7. BPR Syariah Dana Amanah sangat mengedepankan keadilan dan 
kemaslahatan  bersama agar setiap nilai tambah yang diperoleh dapat 
memberikan keberkahan dan ketentraman lahir dan batin baik di dunia 
maupun di akhirat. 
8. BPR Syariah Dana Amanah sangat mengedepankan implementasi 
Teknologi Informasi yang sampai saat ini telah mengimplementasikan: 
a. Teknologi Komunikasi PABX dan PC Phone untuk komunikasi 
internal. 
b. Teknologi SMS Management Control untuk keperluan komunikasi 
melalui SMS melalui komputer ke nasabah. 
c. Sistem komputerisasi berbasis Client-Server dengan database 
berarsitektur SQL dengan jaringan LAN. 
d. E-mail sebagai sarana komunikasi dengan berbagai pihak dan 
lembaga lain. 
e. Walaupun belum diwajibkan BPR Syariah Dana Amanah telah 
menggunakan SID (Sistem Informasi Debitur) secara on-line ke 
Bank Indonesia. 
f. Laporan Bulanan, Laporan Publikasi dan Laporan Tahunan ke Bank 
Indonesia telah dilakukan secara on-line berbasis internet. 
g. Kamera sistem vidio control telah dipasang di setiap ruangan dan 
halaman kantor. 
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B. Produk-produk BPRS Dana Amanah 
1. Produk Penghimpunan Dana (Funding) 
a. Tabungan Dana Amanah iB 
Tabungan Dana Amanah iB merupakan simpanan dalam mata uang 
rupiah berdasarkan prinsip mudharabah berbasis bagi hasil dimana 
penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat, sesuai 
ketentuan yang berlaku di BPRS Dana Amanah Surakarta. 
b. Deposito Dana Amanah iB 
Deposito Dana Amanah iB merupakan simpanan investasi dengan 
prinsip mudharabah berbasis bagi hasil dengan jangka waktu 3, 6 atau 
12 bulan, dana nasabah akan diinvestasikan untuk pembiayaan usaha 
kecil yang halal. 
c. Tabungan Amanah iB – MultiPro 
Tabungan iB – MultiPro merupakan tabungan terencana yang 
sangat fleksibel, aman dan menguntungkan. Tabungan iB – MultiPro 
memiliki fiture multi program, multi manfaat, multi faedah, multi 
keuntungan, dan multi proteksi. 
2. Produk Penyaluran Dana (Financing) 
a. Pembiayaan Murabahah, Salam, dan Istishna’ 
1) Murabahah adalah fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual 
beli. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha 
(modal usaha dan investasi: pengadaan bahan baku, persediaan 
barang dagangan, perlengkapan usaha, peralatan produksi, dan lain-
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lain) maupun pribadi (misalnya kendaraann bermotor, renovasi 
rumah, dan lain-lain). 
2) Salam merupakan akad jual beli barang antara pihak bank sebagai 
penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penyerahan barang 
dilakukan pada tanggal yang ditentukan. 
3) Istishna’ hampir sama dengan salam, namun harga atas barang 
dibayar terlebih dahulu di muka, walaupun dapat diangsur sesuai 
dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, dan 
barang diserahkan kemudian hari. 
b. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah 
Mudhaabah dan Musyarakah adalah pembiayaan dalam bentuk 
modal/dana yang diberikan oleh BPRS Dana Amanah Surakarta untuk 
dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. 
Selanjutnya nasabah dan bank sepakat untuk berbagi hasil atas 
pendapatan usaha tersebut. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain 
perdagangan industri, koperasi, karyawan, usaha dasar-dasar atas 
kontrak, dapat berupa modal kerja dan investasi. 
c. Qard, Ijarah, Hiwalah, Kafalah dan Wakalah 
1) Qard adalah produk penyaluran dana yang menggunakan sistem 
tabarru berbasis fee. Qard merupakan fasilitas pembiayaan lunak 
kepada pengusaha kecil yang benar-benar kekurangan modal 
dengan pengembalian sebesar pinjaman pokok tanpa perlu membagi 
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keuntungan kepada pihak bank, tetapi cukup membayar biaya 
administrasi saja. 
2) Ijarah merupakan pembiayaan untuk pengadaan barang ditambah 
keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah dengan sistem 
pembayaran sewa tanpa diakhiri dengan kepemilikan (objek ijarah 
tetap menjadi milik bank). 
3) Hiwalah merupakan perpindahan tanggungjawab dari nasabah 
kepada bank untuk membayarkan hutangnya kepada pihak ketiga. 
Atas persetujuan bersama pihak bank membayarkan hutang pihak 
nasabah kepada pihak ketiga dan dalam waktu yang bersamaan 
pihak nasabah memiliki hutang kepada bank. 
4) Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh bank atas 
permintaan nasabah untuk pelaksanaan kewajiban tertentu, 
misalnya proyek. 
5) Wakalah merupakan perwakilan dari pihak bank kepada nasabah 
untuk suatu urusan tertentu (misalnya untuk membeli barang) dan 
bertindak atas namanya. 
 
C. Manajemen Pengelolaan 
Strategi dan kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Strategi Marketing 
a. Strategi Dasar (Basic Strategy) 
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Dalam kondisi persaingan yang sangat ketat di segmen mikro 
dimana hampir semua bank membidik market-share yang sama, maka 
harus ada strategi yang tepat untuk dapat memenangkan persaingan ke 
depan. Ada beberapa strategi dasar yang telah diterapkan yaitu: 
1) Winning the Future Customer 
a) Meredisain atau meningkatkan kualitas produk funding dan 
meningkatkan kualitas SDM dibidang pemasaran dan 
pelayanan. 
b) Pengembangan AM practices (Account Plan, Reward System, 
dan Komperensi AM). 
c) Peningkatan Corporate Community, program Gathering, 
Customer Reward dan Pengembangan Image. 
2) Acquiring New Customer 
a) Peningkatan efektivitas marketing intelligence dan bussines 
portfolio analysis pendukung intimacy dan pemasaran. 
b) Intensifikasi pemasaran melalui berbagai inovasi fitur produk, 
fitur layanan dan opportunity segmentation. 
c) Peningkatan penetrasi pasar melalui inovasi promosi dan 
inovasi intertainmen. 
3) Retaining Existing Customer 
a) Peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan yang berorientasi 
pada loyalitas dan fanatisme customer. 
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b) Peningkatan standar kompetensi SDM di bidang pelayanan dan 
pemasaran serta peningkatan kualitas dan skala teknologi 
layanan. 
c) Melakukan transformasi organisasi, birokrasi dan manajemen 
informasi. 
b. Strategi Pengendali/Pemicu (Trigger Strategic) 
1) Improving Transaction System 
a) Pembenahan prosedur, jalur, pola dan teknologi transaksi yang 
berorientasi pada kecepatan dan kemudahan. 
b) Peningkatan pengendalian proses transaksi melalui sistem 
otorisasi, validasi, conform dan approval. 
c) Pengendalian transaksi angsuran secara sistematis dan skalatif 
dari pemberian SMS mengingatkan, SMS tagihan, Call tagihan, 
kunjungan silaturahmi, kunjungan tagihan, pemberian surat 
peringatan, somasi dan pengembalian agunan. 
2) Improving Sales System 
a) Peningkatan pengawalan tahapan perencanaan pemasaran, 
prospek, lobi, negosiasi, aplikasi dan akad funding melalui RKO 
dan VR. 
b) Pengembangan referencial improving chain dalam sales system 
melalui key person, reputable dengan pendekatan PM (Personal 
Mapping). 
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c) Pemberian solusi atas terjadinya Non Performing Loan melalui 
berbagai alternatif mekanisme, seperti mensinergikan dengan 
usaha nasabah lain agar sehat kembali, memberikan bimbingan 
manajemen, rescheduling, restructuring, dan sebagainya. 
3) Smart Collection Improvement 
a) Peningkatan kemampuan Know Your Customer (KYC) dan 
equacy maupun persuasi spiritual religius. 
b) Pengembangan spirit ikhwanul muslimin antara entitas 
perusahaan dan customer untuk meningkatkan loyalitas dan 
kesetiaan. 
c) Pengembangan teknologi sistem informasi yang mampu 
memberi peringatan skalatif jatuh tempo kewajiban dan 
memberi peringatan skalatif portofolio, jatuh tempo angsuran 
dan pelunasan. 
2. Strategi Pengembangan SDM 
1) Impowering Human Resourches 
a) Mendorong, membimbing dan mentoring kepada karyawan yang 
pengetahuan dan pemahamannya terhadap produk-produk 
perbankan syariah belum memadahi atau masih minim. 
b) Memberikan arahan dan bimbingan rutin melalui Rapat Koordinasi 
setiap pagi hari untuk masing-masing bagian atau lini untuk dapat 
melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawabnya 
dengan baik, benar, efisien dan efektif. 
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2) Upgrading Human Resourches 
a) Mewajibkan setiap karyawan baru untuk mengikuti Job-Training 
minimal selama 6 hari dan masa training atau pemagangan selama 3 
bulan. 
b) Menyelenggarakan in-house training bagi bidang-bidang yang 
membutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan. 
c) Mengirimkan karyawan dari bidang yang relevan dengan job-nya 
dan sesuai dengan kebutuhan untuk mengikuti out-house training 
yang diselenggarakan institusi lain baik diundang atau tidak. 
3) Improving Sales Skill 
a) Meningkatkan kemampuan individual dan tim sales skill yang 
secara fungsional setiap individu di perusahaan ini adalah sales, 
melalui sistem dan mekanisme yang mampu mendorong, 
mengontrol, dan meningkatkan kinerja dan prestasi (Reward and 
Punishment System, Promosi, Mutasi, Target Plan). 
b) Melaksanakan evaluasi dan perbaikan secara berkala terhadap 
pendekatan, metode dan strategi pemasaran bagi tim maupun 
individu. 
4) Improving Self Commitment 
a) Mendorong dan memotivasi setiap individu dan setiap lini untuk 
komitmen melaksanakan dan menerapkan sistem syariah sebagai 
konsekuensi logis terjun di bidang bisnis syariah. 
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b) Mendorong dan memotivasi setiap individu dan setiap lini untuk 
komitmen berperilaku dan bertindak-tanduk sesuai syariah untuk 
memperkokoh pencitraan perusahaan di mata masyarakat. 
c) Mendorong bagi terbentuknya sikap dan karakter profesional yang 
terobsesi untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi 
perusahaan dan nasabah (Excellence, Ahsanu ‘amala, Ayuthqinah). 
3. Manajemen Resiko 
a. Identifikasi Resiko 
Setelah melalui kajian secara menyeluruh terhadap setiap aspek 
operasionalisasi BPR Syarih dapat diidentifikasi bahwa sedikitnya ada 
9 aspek yang memiliki potensi terjadinya suatu resiko, yaitu: 
1) Resiko Pembiayaan,  
2) Resiko Pasar, 
3) Resiko Likuiditas,  
4) Resiko Operasional, 
5) Resiko Kepatuhan, 
6) Resiko Hukum, 
7) Resiko Strategik, 
8) Resiko Reputsi, dan  
9) Resiko Syariah. 
b. Strategi Pengendalian Resiko 
Kerangka manajemen resiko bank terdiri dari: 
1) Prinsip-prinsip Resiko 
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2) Identifikasi Jenis-jenis Resiko 
3) Pemenuhan standar minimum untuk tiap jenis resiko 
4) Organisasi Pengendalian Resiko 
5) Kebijakan Pengendalian Resiko 
6) Prosedur Pengendalian Resiko 
Aspek-aspek yang menjadi perhatian utama dalam mendukung 
penerapan resiko tersebut adalah organisasi, kebijakan dan prosedur. 
 
D. Pelaksanaan Akad Murabahah bil Wakalah di BPRS Dana Amanah 
Surakarta 
Prosedur pemberian pembiayaan akad murabahah bil wakalah oleh 
BPRS Dana Amanah Surakarta dengan nasabah yaitu sebagai berikut: 
1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank, dan 
nasabah melakukan pemenuhan-pemenuhan dari persyaratan yang 
ditentukan oleh bank. Persyaratannya yaitu dengan menyerahkan berkas-
berkas sebagai berikut: 
a. Fotocopy KTP suami istri (bagi yang sudah menikah), 
b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), 
c. Fotocopy Surat Nikah (bagi yang sudah menikah), 
d. Sertifikat jaminan fixed asset, dan 
e. BKPB. 
2. Penandatanganan akad murabahah bil wakalah antara pihak nasabah 
sebagai pembeli dan bank sebagai penjual dengan menyebutkan harga beli 
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dan marginnya, serta harga jual. Harga jual merupakan total dari dana 
pembiayaan yang diberikan oleh bank ditambah dengan margin 
keuntungan yang telah disepakati bersama. 
3. Pencairan dana pembiayaan murabahah kepada nasabah untuk dibelikan 
barang sesuai dengan perjanjian atas nama pihak bank. 
4. Nasabah membeli barang kepada supplier atas nama pihak nasabah dan 
barang langsung menjadi milik nasabah. 
5. Pembayaran yang dilakukan pihak nasabah kepada pihak bank secara 
angsuran dengan jangka waktu tertentu.
2
 
Dari prosedur pemberian pembiayaan dengan akad murabahah bil 
wakalah di BPRS Dana Amanah Surakarta tersebut dapat diketahui bahwa 
pengikatan akad murabahah dan akad wakalah dilakukan pada waktu yang 
bersamaan atau dilakukan hanya dengan satu kali fase. Akad murabahah yang 
dilakukan oleh BPRS Dana Amanah Surakarta berupa perjanjian dengan 
menandatangani berkas akad yang menerangkan bahwa pihak pertama yaitu 
bank sebagai penjual dan pihak kedua nasabah sebagai pembeli, tertulis akan 
melakukan perjanjian jual beli dengan disebutkan spesifikasi obyek yang akan 
dibeli oleh nasabah sebagai wakil dari pihak bank dan disebutkan harga beli 
dan marginnya serta harga jualnya kemudian disepakati akad jual beli atau 
akad murabahah.
3
 
                                                          
2
 Kartika Wulan Tumanggal, Customer Service, Wawancara, 16 Mei 2019, jam 13.00-
14.00 WIB. 
3
 Ibid. 
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Setelah perjanjian jual beli tersebut, lampiran dalam berkas akad 
berikutnya berupa perjanjian teknis pembayaran dan pendelegasian atau akad 
wakalah. Akad wakalahnya itu tergantung pada pengajuan dan kebutuhan 
nasabah, jika kebutuhannya untuk pembelian sesuatu yang tidak mampu 
dibelikan oleh pihak bank seperti membeli barang dengan jumlah banyak atau 
membeli barang di beberapa supplier maka pihak bank menggunakan akad 
wakalah terhadap nasabah. Syarat akad wakalahnya sendiri yaitu dengan 
menyerahkan bukti kuitansi pembelian dengan jangka waktu 30 hari setelah 
akad atau diserahkan pada saat angsuran pertama. Sehingga dengan akad 
wakalah itu nasabah mempunyai wewenang untuk membeli sendiri barangnya 
namun harus menyertakan kuitansi atas nama pihak nasabah.
4
 
Dengan demikian penerapan akad murabahah bil wakalah di BPRS Dana 
Amanah Surakarta yaitu dengan penandatanganan perjanjian akad murabahah 
terlebih dahulu kemudian melakukan kesepakatan untuk akad wakalah.  
 
E. Upaya Penyelesaian Side Streaming pada Pembiayaan Murabahah bil 
Wakalah di BPRS Dana Amanah Surakarta 
Di BPRS Dana Amanah Surakarta dalam memberikan pembiayaan 
dengan akad murabahah bil wakalah nasabah harus menyertakan bukti kuitansi 
pembelian sebagai syarat dalam akad wakalah. Namun pada praktiknya di 
BPRS Dana Amanah Surakarta terdapat nasabah yang tidak menyertakan bukti 
kuitansi pembelian pada pembiayaan murabahah bil wakalah, bisa karena 
                                                          
4
 Ibid. 
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kelalaian pihak marketing atau pihak nasabah sendiri yang tidak bisa 
memberikan kuitansinya.
5
 Kuitansi ini merupakan bukti bahwa barang yang 
menjadi obyek akad murabahah tersebut sudah dibeli oleh pihak nasabah dari 
pihak supplier.
6
 
Nasabah yang tidak menyertakan kuitansi sebagai bukti pembelian 
memungkinkan terjadinya side streaming pada pembiayaan murabahah bil 
wakalah. Dengan tidak adanya kuitansi membuka peluang bagi nasabah untuk 
menggunakan dana tidak sesuai dengan tujuan awal akad, sehingga dapat 
menimbulkan pembiayaan bermasalah atau macet. Pada kasus nasabah yang 
tidak menyertakan bukti kuitansi dan pembiayaan bermasalah atau macet, 
pihak BPRS Dana Amanah Surakarta akan melakukan evaluasi terhadap 
nasabah yang pembiayaannya macet sehingga ditemukan suatu kasus dimana 
dana tidak digunakan sesuai tujuan awal akad atau side streaming. Sedangkan 
pada kasus tidak adanya kuitansi tetapi nasabah tidak mengalami pembiayaan 
bermasalah maka pihak bank tidak melakukan evaluasi terhadap nasabah, 
pihak bank hanya memberikan kepercayaan kepada nasabah bahwa nasabah 
sudah membeli barang sesuai dengan tujuan awal akad. Tindakan side 
streaming juga mungkin terjadi pada nasabah yang menyertakan kuitansi 
                                                          
5
 Ibid. 
6
 Rial Fuadi, S.Ag. M.Ag., Dewan Pengawas Syariah, Wawancara, 17 Mei 2019, jam 
14.00-15.00 WIB. 
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dengan memalsukan bukti kuitansi pembelian, namun bank tidak dapat 
mendeteksi karena terkendala kejujuran pihak nasabah.
7
 
Berdasarkan kasus tindakan side streaming di BPRS Dana Amanah 
Surakarta tersebut dapat diketahui bahwa terjadi penggunaan dana yang tidak 
sesuai dengan tujuan awal akad setelah dilakukan evaluasi pada pembiayaan 
bermasalah atau macet akibat tidak adanya bukti kuitansi pembelian dari pihak 
nasabah.  
Tindakan side streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah di 
BPRS Dana Amanah Surakarta dapat diketahui apabila nasabah tidak 
menyertakan bukti kuitansi pembelian dan mengalami pembiayaan macet. 
Sedangkan pada pembiayaan lancar atau tidak macet maka tindakan side 
streaming tidak dapat terdeteksi oleh pihak bank sehingga tidak ada upaya 
yang dapat dilakukan bank untuk menangani kasus tindakan side streaming ini, 
meskipun tindakan side streaming dapat dilakukan oleh nasabah yang 
menyertakan kuitansi karena kuitansi bisa saja dipalsukan pihak nasabah. 
Pada kasus tindakan side streaming yang dilakukan oleh nasabah yang 
berakibat pada pembiayaan bermasalah, pihak bank meminta nasabah untuk 
segera melunasi karena diawal akad sudah dicantumkan apabila terjadi 
wanprestasi maka perjanjian harus segera di selesaikan dan tanggungan harus 
segera dilunasi.
8
 Pembiayaan murabahah bil wakalah ini sudah tidak sesuai 
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 Kartika Wulan Tumanggal, Customer Service, Wawancara, 16 Mei 2019, jam 13.00-
14.00 WIB. 
8
 Ibid. 
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dengan perjanjian awal misal yang semestinya diangsur selama setahun tetapi 
karena melakukan tindakan side streaming maka harus segera mengembalikan 
pokok pembiayaan beserta ganti rugi kepada pihak bank dengan diberikan 
tenggang waktu beberapa bulan. Dalam hal ini logis jika bank meminta ganti 
rugi karena apabila tidak ada tindakan side streaming oleh nasabah, bank sudah 
mendapatkan untung dari pembiayaan oleh nasabah lain.
9
 Apabila pokok 
pembiayaan beserta ganti rugi tidak segera dilunasi sesuai jangka waktu yang 
ditentukan maka pihak bank melakukan likuidasi jaminan.
10
 
Upaya penyelesaian tindakan side streaming pada pembiayaan 
murabahah bil wakalah di BPRS Dana Amanah Surakarta yaitu dengan 
pembatalan akad murabahah, dibuktikan dengan tidak mengikuti lagi 
perjanjian awal yang tertulis pada perjanjian akad murabahah.   
 
 
                                                          
9
 Rial Fuadi, S.Ag. M.Ag., Dewan Pengawas Syariah, Wawancara, 17 Mei 2019, jam 
14.00-15.00 WIB. 
10
 Kartika Wulan Tumanggal, Customer Service, Wawancara, 16 Mei 2019, jam 13.00-
14.00 WIB. 
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BAB IV 
ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DAN 
UPAYA PENYELESAIAN TINDAKAN SIDE STREAMING DI BPRS 
DANA AMANAH SURAKARTA 
A. Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah bil Wakalah di BPRS Dana 
Amanah Surakarta  
Prosedur pemberian pembiayaan dengan akad murabahah yang 
pembelian barangnya diwakilkan kepada nasabah adalah sebagai berikut: 
1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank, dan 
nasabah melakukan pemenuhan-pemenuhan dari persyaratan yang 
ditentukan oleh bank. 
2. Bank menunjuk nasabah sebagai wakil atau kuasanya untuk membeli 
komoditas atau barang atas nama bank. Perjanjian pemberian kuasa ini 
ditandatangani kedua belah pihak. Pada praktiknya di bank syariah, 
perjanjian ini dinamakan wakalah (perwakilan). 
3. Nasabah membeli komoditas atau barang kepada pemasok dan barang 
dikirim kepada nasabah. Di sini nasabah mengambil alih penguasaan 
barang sebagai wakil bank. 
4. Nasabah menginformasikan kepada bank bahwa ia telah membeli 
komoditas atau barang dan menyerahkan kuitansi pembelian barang 
sebagai bukti bahwa wakalah yang telah ditandatangani akadnya berjalan 
sesuai dengan prosedurnya. Sehingga kemudian dapat dilakukan jual beli 
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atas barang oleh bank kepada nasabah melalui akad murabahah (bil 
wakalah). 
5. Setelah pengikatan akad murabahah dilakukan, kepemilikan dan resiko 
komoditas beralih ke tangan nasabah. Pada proses jual beli ini, nasabah 
memiliki kewajiban untuk membeli barang yang masih menjadi milik bank 
tersebut sebesar harga jual. Harga jual merupakan total dari dana 
pembiayaan yang diberikan oleh bank ditambah dengan margin 
keuntungan yang telah disepakati bersama di awal. Pembayaran dilakukan 
secara angsuran. 
Bagian paling esensial dari transaksi ini adalah kepemilikan dan resiko 
barang harus tetap berada di tangan bank selama periode antara tahap 3 (tiga) 
dan 5 (lima). Inilah satu-satunya ciri murabahah yang membedakannya dari 
transaksi berbasis bunga. Oleh karena itu, hal ini harus diperhatikan dan 
dilaksanakan benar-benar dengan segala konsekuensinya. Apabila tidak 
demikian maka transaksi murabahah tidah sah menurut syariah. 
Namun pada praktiknya, pengikatan akad di BPRS Dana Amanah 
Surakarta dilakukan hanya dengan satu kali fase. Pengikatan akad wakalah dan 
murabahah dilakukan pada waktu yang bersamaan. BPRS Dana Amanah 
Surakarta menyebut akad murabahah ini dengan sebutan murabahah bil 
wakalah. Pengikatan akad murabahah yang dilakukan pada waktu yang 
bersamaan dengan akad wakalah menyebabkan tidak terdapat fungsi kontrol 
atas pembelian barang sebelum dilakukan akad jual beli, serta kuitansi 
pembelian barang sebagai bukti bahwa nasabah telah melakukan jual beli 
72 
 
kepada supplier tersebut atas nama pihak nasabah. Sehingga, akad murabahah 
dilakukan sebelum barang dimiliki oleh bank. 
 
B. Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah bil Wakalah di BPRS Dana 
Amanah Surakarta Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Murabahah 
Praktik pembiayaan murabahah pada bank syariah dapat disertai dengan 
akad pelengkap wakalah. Hal ini sebagai jalan keluar dari semakin banyaknya 
nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan dengan skema murabahah 
pada bank syariah. Pembiayaan murabahah dengan wakalah ini diakomodir 
dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, 
tepatnya pada Ketetapan Pertama butir 9 (sembilan) yang isinya bahwa jika 
bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang 
dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, 
secara prinsip, menjadi milik bank. 
Ketentuan di atas memberikan suatu penafsiran bahwa pengikatan akad 
pada murabahah yang diwakilkan harus dilakukan melalui 2 (dua) fase 
pengikatan akad. Bank syariah terlebih dahulu melakukan pengikatan akad 
wakalah sebagai pemberian kuasa kepada nasabah dari bank syariah untuk 
melakukan pembelian barang mewakili kepentingan bank. Akibat dari 
pengikatan akad wakalah tersebut, dilakukan pencairan dana untuk membeli 
barang dalam rangka pembiayaan murabahah. Setelah nasabah melakukan 
pembelian barang yang sesuai dengan ketentuan akad, maka barang secara 
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prinsip telah menjadi milik bank dan proses pembiayaan dapat dilanjutkan 
dengan pengikatan akad jual beli murabahah. Akad murabahah merupakan 
akad yang mengalihkan kepemilikan barang dari bank kepada nasabah. 
Namun dalam pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di BPRS Dana 
Amanah Surakarta tidak dilakukan melalui 2 (dua) fase pengikatan akad, 
melainkan dilakukan hanya dengan satu kali fase. Sehingga, akad murabahah 
dilakukan sebelum barang dimiliki oleh bank. Hal ini tidak sesuai dengan yang 
disebutkan pada Ketetapan Pertama butir 9 (sembilan) Fatwa DSN-MUI No.  
04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang isinya bahwa jika bank 
hendak mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang dari 
pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara 
prinsip, menjadi milik bank. 
Ketika bank melakukan akad murabahah dengan nasabah disini bank 
belum memiliki barangnya yang berarti terjadi jual beli yang barangnya belum 
ada, maka transaksi ini menjadi jual beli ma’dum (jual beli yang tidak ada 
barangnya) karena pada transaksi ini barang belum menjadi milik bank, bank 
baru meminta nasabah untuk membelikan barangnya, nasabah belum membeli 
komoditasnya tapi sudah terjadi akad murabahah. Jadi belum dikatakan terjadi 
jual beli antara bank dan nasabah karena barangnya tidak ada. Jual beli yang 
seperti ini tidak memenuhi rukun syarat pada akad murabahah yaitu obyek 
atau barangnya tidak ada. 
Pembiayaan murabahah bukanlah merupakan pinjaman yang diberikan 
dengan bunga. Pembiayaan murabahah adalah jual beli komoditas dengan 
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harga tangguh ditambah dengan margin keuntungan yang disetujui bersama. 
Selain itu, pembiayaan murabahah dengan wakalah digunakan pada saat bank 
tidak dapat secara langsung melakukan pembelian terhadap barang-barang 
yang dibutuhkan oleh nasabah. Di sini harus disadari benar bahwa bank pada 
praktiknya bukanlah pedagang barang, melainkan pemberi jasa keuangan yang 
memberikan fasilitas pembiayaan. Transaksi murabahah, sekalipun pada 
dasarnya menyangkut jual beli barang, tetapi pada hakikatnya merupakan 
transaksi pembiayaan.  
Operasi atas murabahah bil wakalah tidak sekedar merupakan pertukaran 
uang dengan uang, melainkan suatu komoditi dijual untuk mendapatkan uang. 
Namun, yang perlu ditekankan adalah murabahah hanya dapat digunakan 
sebagai bentuk pembiayaan ketika dilakukan permohonan oleh nasabah yang 
memerlukan dana untuk pembelian suatu komoditas atau barang. Sehingga 
ketika dana diperlukan untuk tujuan-tujuan lain disamping yang telah 
disepakati bersama, seperti membayar komoditas yang sebetulnya sudah dibeli, 
membayar pegawai yang dipekerjakan, atau lain sebagainya, maka murabahah 
tidak dapat digunakan. Hal ini dikarenakan murabahah mensyaratkan jual beli 
riil dari suatu komoditas, dan tidak hanya menyalurkan pinjaman berupa uang. 
 
C. Analisis Upaya Penyelesaian Tindakan Side Streaming pada Pembiayaan 
Murabahah bil Wakalah di BPRS Dana Amanah Surakarta 
Penerapan jasa wakalah dalam rangka pembiayaan murabahah menjadi 
pemicu terjadinya penyalahgunaan pelaksanaan akad oleh nasabah. 
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Penyalahgunaan di sini adalah pembelian barang oleh nasabah yang tidak 
sesuai dengan tujuan awal akad, disebut dengan istilah side streaming. 
Pemikiran dasarnya adalah karena terdapat perantara dana dalam bentuk uang 
sebagai bentuk pencairan atas dasar pelaksanaan akad wakalah dari BPRS 
Dana Amanah Surakarta kepada nasabah. Sehingga, praktik pembiayaan 
murabahah di sini terlihat seperti kredit di bank konvensional. Padahal dana ini 
bukan merupakan obyek pembiayaan sesungguhnya dari proses pembiayaan. 
Dana tersebut merupakan jumlah harga beli obyek pembiayaan. Landasan 
BPRS Dana Amanah Surakarta dalam memberikan sejumlah dana tersebut 
adalah sebagai pelaksanaan akad wakalah yang mensyaratkan uang tersebut 
harus dibelikan untuk spesifikasi barang yang telah disepakati.  
Dalam penerapan jasa wakalah di BPRS Dana Amanah Surakarta 
mensyaratkan nasabah menyerahkan bukti kuitansi pembelian sebagai bukti 
bahwa nasabah telah melakukan jual beli barang yang telah disepakati. Namun 
pada praktinya, ada nasabah yang tidak menyertakan kuitansi sebagai bukti 
pembelian obyek jual beli murabahah dan pihak bank memberikan 
kepercayaan kepada nasabah bahwa nasabah memang benar-benar sudah 
membeli barang tersebut. Hal ini membuka peluang kepada nasabah untuk 
melakukan tindakan side streaming, karena dengan adanya akad wakalah 
penguasaan barang langsung menjadi milik nasabah. 
Tindakan side streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah di 
BPRS Dana Amanah Surakarta juga mungkin terjadi pada nasabah yang 
menyertakan kuitansi sebagai bukti pembelian barang karena kuitansi dapat 
76 
 
dipalsukan, namun pihak bank tidak dapat mendeteksi terjadinya tindakan side 
streaming seperti ini karena terkendala kejujuran dari pihak nasabah. Dalam 
hal ini pihak bank seharusnya perlu untuk melakukan kontrol atau monitoring 
setelah dilakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah karena untuk 
memastikan proses pembiayaan berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu 
permasalahan. 
Tindakan side streaming di BPRS Dana Amanah Surakarta dapat 
terdeteksi pada pembiayaan murabahah bil wakalah dengan kategori 
pembiayaan bermasalah atau macet. Karena pada pembiayaan bermasalah 
pihak bank melakukan evaluasi kepada nasabah dan ditemukan bahwa nasabah 
tidak membelikan dana sesuai dengan ketentuan akad. 
Dengan demikian tindakan side streaming bisa terjadi akibat penerapan 
pembiayaan murabahah bil wakalah yang tidak sesuai dengan prosedur 
pembiayaan dengan prinsip syariah. Apabila penerapan akad murabahah 
dilakukan sesuai prosedur yaitu setelah barang dibeli dan kuitansi ditunjukkan 
sebagai bukti pembelian atau setelah akad wakalah dilaksanakan, maka dapat 
meminimalisir terjadinya tindakan side streaming pada pembiayaan 
murabahah bil wakalah. 
Bank syariah memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan produk 
dan jasa yang ditawarkan dengan prinsip-prinsip syariah, begitu juga dengan 
operasional yang dijalankan. Tidak adanya fisik barang yang sesuai dengan 
akad murabahah bil wakalah menyebabkan pembiayaan ini diragukan 
keabsahannya secara syariah. Dengan begitu, sesungguhnya akad jual beli 
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murabahah bil wakalah yang merupakan akad utama dari fasilitas pembiayaan 
ini tidak dapat dijalankan karena dana pembelian telah digunakan nasabah 
untuk obyek yang tidak sesuai dengan kriteria awal. Tidak sesuainya obyek 
dengan kriteria awal pembiayaan menunjukan suatu ketidakjelasan atas 
keberadaan dari obyek pembiayaan yang seharusnya dibiayai. Sehingga, hal ini 
menyebabkan barang tersebut tidak dapat diserahterimakan melalui jual beli 
yang telah disepakati akadnya. 
Selain itu kegunaan dana akibat side streaming tidak diketahui apakah 
dipakai untuk sesuatu hal sesuai syariah dan apakah dipakai untuk hal-hal yang 
bermanfaat atau sebaliknya. Akibat dari tidak terdapatnya fisik obyek yang 
diperjanjikan di awal, esensi jual beli dari murabahah terlanggar karena tidak 
sesuai dengan tujuan awal. Kesepakatan antara bank dengan nasabah menjadi 
tidak terwujud.  
Akad akan berakhir apabila telah tercapai tujuannya, namun apabila 
tujuan tersebut tidak tercapai, maka akad juga dapat diakhiri dengan terjadinya 
fasakh (pembatalan) atau telah berakhirnya waktu akad. Fasakh dilakukan 
untuk melepaskan ikatan akad di antara para pihak apabila terdapat salah satu 
pihak yang menyalahi ketentuan akad. 
Upaya penyelesaian tindakan side streaming pada pembiayaan 
murabahah bil wakalah oleh BPRS Dana Amanah Surakarta yaitu dengan 
melakukan pembatalan akad murabahah. Hal ini dibuktikan dengan tidak 
mengikuti lagi perjanjian awal yang tertulis pada perjanjian akad murabahah. 
Upaya yang dilakukan pada tindakan side streaming oleh nasabah yang 
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berakibat pada pembiayaan bermasalah yaitu dengan meminta nasabah untuk 
segera melunasi pokok pembiayaan serta ganti rugi atas pembiayaan yang telah 
dikeluarkan piha bank kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu. 
Upaya yang dilakukan oleh BPRS Dana Amanah Surakarta dalam 
menangani tindakan side streaming pada pembiayaan murabahah bil wakalah 
ini telah sesuai dengan syariah yaitu dengan melakukan pembatalan (fasakh) 
pada akad murabahah yang telah disepakati karena pada pelaksanaannya tidak 
lagi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan di awal sehingga dianggap 
fasakh. 
Tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari pelanggaran terhadap 
prinsip syariah adalah bank harus melakukan usaha pencegahan agar side 
streaming tidak terjadi. Bank telah melakukan kesalahan sedari tahap 
pengikatan akad wakalah dan murabahah bil wakalah yang dilakukan pada 
waktu yang bersamaan. Hal ini melanggar ketentuan yang terdapat dalam 
Fatwa DSN tentang murabahah. Sehingga, langkah penting yang harus 
dilakukan adalah dengan mematuhi ketentuan fatwa tentang murabahah, dan 
dengan melakukan analisa serta pengontrolan secara sungguh-sungguh 
terhadap nasabah penerima fasilitas pembiayaan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan mengenai pelaksanaan akad Murabahah Bil 
Wakalah di BPRS Dana Amanah Surakarta dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI 
No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dapat di ambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. BPRS Dana Amanah Surakarta dalam menyalurkan pembiayaan 
murabahah tergantung pada pengajuan dan kebutuhan nasabah. Apabila 
kebutuhan nasabah untuk pembelian sesuatu yang tidak mampu dibelikan 
oleh pihak bank seperti membeli barang dengan jumlah banyak atau 
membeli barang di beberapa supplier maka pihak bank menggunakan akad 
pelengkap wakalah terhadap nasabah. Akad wakalah sebagai dasar 
pemberian kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian obyek 
pembiayaan kepada pihak ketiga, dan akad murabahah sebagai akad jual 
beli yang mengalihkan kepemilikan obyek pembiayaan dari bank kepada 
nasabah. BPRS Dana Amanah Surakarta  melakukan pengikatan kedua 
akad tersebut pada waktu yang bersamaan.  
2. Dalam pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di BPRS Dana Amanah 
Surakarta tidak dilakukan melalui 2 (dua) fase pengikatan akad, melainkan 
dilakukan hanya dengan satu kali fase. Sehingga, akad murabahah 
dilakukan sebelum barang dimiliki oleh bank. Hal ini tidak sesuai dengan 
yang disebutkan pada Ketetapan Pertama butir 9 (sembilan) Fatwa DSN-
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MUI No.  04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang isinya bahwa 
jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian 
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah 
barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 
3. Prosedur pembiayaan murabahah bil wakalah yang tidak sesuai dengan  
Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah membuka 
peluang terjadinya tindakan side streaming. Side streaming terjadi apabila 
nasabah melakukan pembelian barang dengan dana pembiayaan yang tidak 
sesuai dengan tujuan awal dalam akad. Upaya BPRS Dana Amanah dalam 
menangani kasus nasabah side streaming pada pembiayaan murabahah bil 
wakalah yaitu dengan melakukan pembatalan (fasakh) pada akad 
murabahah yang telah disepakati di awal karena side streaming tersebut 
dikategorikan sebagai penyimpangan dan termasuk ke fasakh karena 
terdapat unsur kekeliruan atau kesalahan. Kekeliruan yang dimaksud 
adalah pada obyek akad. Dengan demikian upaya tersebut telah sesuai 
dengan prinsip syariah yaitu akad perjanjian harus dibatalkan karena pihak 
nasabah telah menyalahi kontrak atau akad.  
 
B. Saran 
Berdasarkan penjelasan-penjelasan dan kesimpulan di atas, penulis dapat 
memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Dalam melakukan praktik pembiayaan alangkah baiknya pihak bank 
menaati ketentuan prinsip syariah tentang murabahah bil wakalah dengan 
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melakukan akad wakalah terlebih dahulu baru kemudian akad murabahah 
setelah barang sudah menjadi milik bank. 
2. Untuk mencegah terjadinya tindakan side streaming lebih baik pihak bank 
melakukan kontrol atau monitoring atas barang yang dibeli nasabah. Bank 
juga sebaiknya menekankan kepada nasabah untuk melakukan pelaporan 
dalam jangka waktu yang ditentukan setelah pembelian barang mewakili 
bank yang dilakukan oleh nasabah. 
3. Sebelum nasabah berencana untuk memohonkan fasilitas pada perbankan 
syariah, sebaiknya nasabah harus terlebih dahulu mengerti tentang 
pembiayaan yang berprinsip syariah, sehingga nasabah akan melaksanakan 
kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan di dalam akad tanpa 
melakukan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Dilakukannya analisa 
dan kontrol yang baik oleh bank terhadap nasabah yang patuh pada aturan 
akan menghindari terjadinya kasus yang umum terjadi pada bank syariah 
seperti kasus side streaming. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN CUSTOMER SERVICE DI BPRS DANA 
AMANAH 
Nama  : Kartika Wulan Tumanggal 
Jabatan : Customer Service 
Hari/Tanggal : Kamis/16 Mei 2019 
 
1.  Apakah akad murabahah bil wakalah telah digunakan di BPRS Dana Amanah 
Surakarta? 
Iya, akad murabahah bil wakalah telah digunakan di BPRS Dana Amanah 
Surakarta. 
2. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah bil wakalah di BPRS Dana 
Amanah Surakarta?  
Nasabah mengajukan pembiayaan murabahah bil wakalah dengan cara 
diajukan ke pihak bank untuk proses SLIK (Sistem Layanan Informasi 
Keuangan). Setelah lolos dan tidak terkendala di SLIKnya kemudian 
dilanjutkan ke bagian marketing. Marketing melakukan verifikasi data atau 
survei kepada nasabah yang akan diketahui tentang tujuan pembiayaannya, 
kemudian setelah itu komite pembiayaan bersama direksi dan kabag 
marketing, setelah itu baru pencairan dana akad murabahah. Sedangkan akad 
wakalahnya itu tergantung pengajuannya dan kebutuhannya apa, jika 
kebutuhannya untuk murabahah pembelian sesuatu yang kami tidak mampu 
membelinya per item atau terkendala secara syar’i dan lain sebagainya yang 
kami tidak bisa untuk melakukan transaksinya secara langsung maka kami 
melakukan akad wakalah terhadap nasabah, yaitu pendelegasian kepada 
nasabah untuk membeli barang secara langsung melalui nasabah. 
3. Apakah akad murabahah dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan akad 
wakalah?  
Iya, pada saat akad murabahah diberikan berkas akad/dokumen perjanjian 
yang menerangkan bahwa pihak pertama bank sebagai penjual dan pihak 
kedua nasabah sebagai pembeli, tertulis akan melakukan perjanjian jual beli 
dengan disebutkan jual beli apa misalnya jual beli bahan bangunan atau jual 
beli sepeda motor dengan harga jualnya berapa, disebutkan harga beli dan 
marginnya berapa kemudian disepakati. Setelah perjanjian jual beli, lampiran 
berikutnya ada perjanjian teknis pembayaran dan atau pendelegasian. Setelah 
akad murabahah ada lampiran akad wakalah, jadi penandatanganan akad 
murabahah dulu kemudian bil wakalah. Syaratnya bil wakalah yaitu nasabah 
menyertakan kuitansi 1 bulan sebelum pembayaran angsuran pertama, 
sehingga dengan bil wakalah itu nasabah mempunyai wewenang untuk 
membeli sendiri barangnya namun harus menyertakan kuitansi atau foto dan 
lain sebagainya dengan jangka waktu 30 hari setelah akad atau diserahkan 
pada saat angsuran pertama. 
4. Apakah saat melakukan akad murabahah bil wakalah menggunakan surat 
kuasa wakalah? 
Iya betul. 
5. Pada saat nasabah menandatangani akad murabahah bil wakalah, apakah 
barang yang menjadi objek jual beli sudah dibeli pihak nasabah dari supplier? 
Belum, akad murabahah bil wakalah dulu kemudian baru pihak nasabah 
membeli barangnya. Apabila tidak menggunakan akad wakalah maka barang 
dibeli dulu oleh pihak bank. 
6. Pada saat nasabah membeli barang yang menjadi obyek akad murabahah, 
kuitansi pembelian atas nama pihak nasabah atau pihak bank?  
Pada akad murabahah bil wakalah kuitansi atas nama pihak nasabah. 
Sedangkan pada akad murabahah murni kuitansi pembelian atas nama pihak 
bank. 
7. Apakah pemberian kuasa untuk murabahah barangnya dimiliki sendiri oleh 
nasabah?  
Barangnya langsung menjadi milik nasabah karena sebelumnya sudah terjadi 
akad jual beli walaupun membayarnya secara mengangsur. 
8. Apakah pihak bank mengetahui fisik barang yang menjadi objek akad 
murabahah?  
Iya mengetahui karena disertai kuitansi atau foto, minimal ada kuitansi. 
Minimal sudah survei barang yang akan dibeli seperti apa. 
9. Apakah di BPRS Dana Amanah Surakarta ada nasabah yang tidak memberikan 
bukti kuitansi pembelian pada pembiayaan murabahah bil wakalah?  
Ada kasus nasabah yang tidak menyertakan bukti kuitansi pembelian, bisa 
karena kelalaian pihak marketing atau nasabah sendiri yang susah untuk 
memberikan kuitansinya. Kita sudah berusaha tapi nasabah biasanya tidak 
menyertakan bukti kuitansi pembelian. 
10. Bagaimana upaya pihak bank dalam menangani nasabah yang tidak 
memberikan bukti kuitansi pembelian pada pembiayaan murabahah bil 
wakalah?  
Kami selalu berusaha untuk menarik kuitansi karena itu akan menjadi bahan 
evaluasi dan bahan laporan, untuk OJK juga. Akan disurvei ulang, dikunjungi, 
dievaluasi lagi tentang pembiayaannya yang diduga pembiayaannya tidak 
digunakan untuk membeli barang sesuai dengan akadnya maka akan terjadi 
wanprestasi. 
11. Apakah pihak bank melakukan pengawasan terhadap fisik barang yang 
menjadi objek akad murabahah apabila nasabah tidak memberikan bukti 
kuitansi pembelian?  
Iya, setelah dilakukan kunjungan mengapa nasabah tidak menyertakan 
kuitansi atau nasabah bermasalah dan lain sebagainya maka kami akan 
melakukan evaluasi ke lokasi untuk di chek apakah pembiayaan benar-benar 
untuk membeli barang yang diperjanjikan atau tidak. Kalau benar-benar 
membeli itu barangnya ada atau tidak. 
12. Apakah pada pembiayaan murabahah bil wakalah ada nasabah yang 
menggunakan dana tidak sesuai dengan tujuan awal akad?  
Ada juga, karena tidak memberikan kuitansi maka akan dilakukan evaluasi 
sehingga ditemukan suatu kasus dimana dana tidak digunakan sesuai tujuan 
awal akad. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI 
BPRS DANA AMANAH 
Nama  : Rial Fuadi, S.Ag. M.Ag. 
Jabatan : Dewan Pengawas Syariah 
Hari/Tanggal : Jumat/17 Mei 2019 
 
1.  Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak customer service, penerapan akad 
murabahah di BPRS Dana Amanah dilakukan pada waktu yang bersamaan 
dengan akad wakalah, apakah sudah sesuai dengan syariah? 
Semestinya tidak seperti itu, yang benar akad wakalah dulu setelah barangnya 
sudah dibeli kemudian akad murabahah. Sehingga ketika terjadi akad 
murabahah tersebut barang sudah menjadi milik bank, apabila akadnya 
bersamaan maka akadnya tidak ada barang yang diperjualbelikan. 
2. Akad murabahah yang dilakukan itu ditandatangani sebelum objek jual belinya 
dibeli dari supplier oleh nasabah sebagai wakil, apakah dalam akad jual beli 
tersebut tidak terjadi pindah kepemilikan dari bank sebagai penjual dan 
nasabah sebagai pembeli? 
Ketika bank melakukan akad murabahah dengan nasabah disini bank belum 
memiliki barangnya berarti terjadi jual beli yang barangnya belum ada, maka 
arahnya menjadi jual beli ma’dum (jual beli yang tidak ada barangnya) 
karena disana itu barang belum menjadi milik bank karena belum di beli, baru 
minta dibelikan kepada nasabah, nasabah belum berangkat tapi sudah terjadi 
akad murabahah. Jadi belum dikatakan terjadi jual beli antara bank dan 
nasabah karena barangnya tidak ada. Sebetulnya yang seperti itu bisa saja 
tapi istilahnya perjanjian jual beli, jadi yang ditandatangani itu perjanjian jual 
beli yang berarti jual beli baru terjadi kalau bukti pembelian barang itu sudah 
ada, atau nasabah mengkonfirmasi bahwa barang sudah dibelikan namun hal 
ini tidak kuat menjadi bukti. Yang kuat untuk dijadikan bukti yaitu kuitansi 
pembelian. Sehingga apabila sudah ada kuitansi pembelian maka perjanjian 
jual beli dianggap terjadi. Jadi ada perjanjian yang diikuti dengan suatu 
peristiwa, yang ditandatangani itu adalah suatu perjanjian bahwa ada akad 
murabahah antara bank dan nasabah dengan syarat nasabah sudah memenuhi 
persyaratan sehingga perjanjian itu terjadi dengan sendirinya apabila 
persyaratan itu terjadi, jadi sudah ditandatangani dulu perjanjiannya dan 
perjanjian itu belum mengikat sebelum terjadinya persyaratan. Jadi apabila 
yang ditandatangani berkas jual beli maka itu tidak boleh, namun apabila 
yang ditandatangani perjanjian jual beli maka itu tidak masalah. Perjanjian 
jual beli itu berisi kesepakatan bahwa jual beli akan terjadi apabila barang 
sudah dibelikan nasabah dari supplier dengan menyertakan kuitansi. 
3. Jika nasabah tidak memberikan bukti kuitansi pembelian, apakah akad 
murabahah bisa dikatakan sah? 
Pertanyaan ini menjadi penting apabila prosedurnya sesuai dengan ketentuan 
yang benar, sudah terjadi jual beli kemudian nasabah mengatakan sudah 
membeli barangnya selanjutnya bank melakukan akad murabahah dengan 
nasabah. Bukti kuitansi itu adalah bukti kalau barang itu sudah dibeli, sifatnya 
administratif. Bisa saja tanpa kuitansi tapi mungkin bank itu mengkonfirmasi 
kepada supplier bahwa nasabah sudah membeli barangnya maka tanpa 
kuitansi pun tidak masalah karena kebenaran substansi tidak berkaitan dengan 
administrasi atau bukti-bukti fisik, sepanjang nasabah sudah membelikan 
barang itu kemudian dilakukan akad jual beli maka itu sah sah saja. 
Kebenaran substansi itu adalah bahwa nasabah itu sudah membeli barang 
yang dia butuhkan atas nama bank, ketika jual beli sudah terjadi yang 
sesungguhnya maka itu sudah dianggap benar secara substansi, namun secara 
administrasi apabila tidak ada kuitansi itu dianggap salah karena tidak 
memenuhi syarat administrasi maka bisa diduga terjadi penipuan atau 
berbohong, akibatnya tidak ada kepercayaan. Secara substansi jual beli ini 
sudah sah, nasabah sudah membeli untuk bank tapi tidak ada kuitansi dan 
bank percaya saja kemudian dilakukan akad murabahah maka sah secara 
substansi karena barang sudah menjadi milik bank yang dibelikan nasabah 
atas nama bank, hanya saja tidak ada buktinya. 
4. Bagaimana jika secara administrasi tidak terpenuhi kemudian menimbulkan 
tindakan side streaming? 
Manajemen resikonya menjadi longgar, resikonya nasabah tidak menggunakan 
dana untuk sesuatu yang sudah disepakati diawal. Mestinya kuitansi itu 
menjadi bukti bahwa barangnya sudah benar-benar dibeli, tanpa adanya 
kuitansi itu membuka peluang untuk terjadinya penipuan namun bukan berarti 
dengan tidak adanya kuitansi terjadi penipuan. Oleh karena itu tidak adanya 
kuitansi itu kaitannya ke hukum taklifi bukan ke hukum wad’i. Secara hukum 
taklifi, dengan tidak adanya kuitansi hukumnya menjadi makruh karena 
membuka peluang untuk terjadinya penipuan atau side streaming. Dikatakan 
makruh karena jika dilakukan menimbulkan mudharat yaitu bisa terjadi side 
streaming bisa tidak. Jadi fungsi kuitansi itu dalam rangka untuk 
mengantisipasi agar tidak terjadi side streaming, apabila tidak ada kuitansi itu 
menimbulkan kemungkinan terjadi side streaming. Karena ada kemungkinan 
yang kemungkinan tidak pasti maka tidak ada kuitansi hukumnya makruh 
tetapi tidak menbutuhkan sah dan tidaknya akad. Karena sah dan tidaknya 
akad itu kaitannya dengan rukun dan syarat, sepanjang rukun dan syarat 
terpenuhi jual belinya sah, salah satu rukun syaratnya bahwa barang yang 
dijual sudah menjadi milik sempurna dari penjual, maka apabila sudah terjadi 
akad sebelum dibelikan sama dengan menjual barang yang belum dimiliki 
berarti tidak sah secara hukum wad’i. Tetapi jika barangnya sudah benar-
benar dibeli nasabah atas nama bank namun tidak ada bukti kuitansi kemudian 
dilakukan akad murabahah maka jual belinya sah karena rukun syaratnya 
terpenuhi. Hukum wad’i mengatakan jual belinya sah namun secara hukum 
taklifi hukumnya makruh karena tidak ada bukti kuitansi yang memungkinkan 
terjadi side streaming. Maka jual beli yang seperti ini sah tapi dilarang atau 
sah tapi makruh hukumnya. Sah berdasarkan hukum wad’i makruh 
berdasarkan hukum taklifi. 
5. Bagaimana jika nasabah melakukan tindakan side streaming dengan 
memalsukan bukti kuitansi pembelian? 
Apabila nasabah tidak amanah karena melakukan penipuan terhadap bank 
misalnya memalsukan kuitansi, maka jual belinya tidak sah. Tetapi tidak 
sahnya itu akibat hukumya berlaku hanya kepada yang menipu, tidak berlaku 
bagi yang ditipu. Karena yang ditipu adalah pihak yang tidak mengetahui hal 
kesalahan itu. 
6. Apabila pihak bank atau pihak yang ditipu mengetahui side streaming itu 
bagaimana hukumnya? 
Berarti keduanya berlaku hukum tidak sahnya suatu akad itu, jika bank tidak 
tahu berarti bagi bank itu sah, tapi bagi nasabah tidak sah.  
7. Upaya bank dalam menangani kasus side streaming yaitu dengan mengakhiri 
perjanjian jual beli. Apakah akad itu dianggap batal? 
Akad itu dianggap batal, artinya bank sudah tidak mau menjalankan 
perjanjian awal. Nasabah harus segera mengembalikan uang yang diberikan 
oleh bank kepada nasabah. Pengembalian itu tidak ada margin atas jual beli, 
namun mengembalikan pokok pembiayaan dan kerugian yang dialami bank. 
Bank dirugikan karena seharusnya pembiayaan bisa diberikan untuk nasabah 
lain namun bank memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut dan 
nasabah melakukan penipuan atau tindakan side streaming. Dalam hal ini 
ganti rugi dianggap sama dengan margin.  
8. Apakah dengan meminta nasabah mengembalikan pembiayaan kepada bank 
maka akad dianggap batal? 
Iya batal, itu terbukti dengan tidak mengikuti lagi perjanjian awal. Karena 
sudah tidak sesuai dengan perjanjian awal misal yang semestinya diangsur 
selama setahun tetapi karena melakukan penipuan maka harus segera 
mengembalikan uang pembiayaannya kepada pihak bank dengan diberikan 
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